OSG

14/41480.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
ORGANISASI PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI (KPHP) MODEL BERAU BARAT
DI KABUPATEN BERAU

TAPM Diajukan sebagai salah-satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Admiinistrasi Publik

Disusun Oleh :

HAMZAH
NIM: 018396384

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka


LENOVO
Stamp


14/41480.pdf

ABSTRAK
Implementasi Kebijakan Pembentukan Organisasi Pada Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat di Kabupaten Berau

Hamzah
Universitas Terbuka
hazbrou@gmail .com

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Organisasi, KPH

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan salah satu program prioritas
pemerintah dalam rangka memperbaiki tata kelola hutan dan memperkuat
desentralisasi sektor hutan. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk
mempercepat pembangunan KPH diantaranya adalah kebijakan pembentukan
organisasi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. Meskipun
demikian pembentukan  organisasi KPH diberbagai daerah, termasuk di
Kabupaten Berau belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.. Sehubungan hal
tersebut maka penelitian ini bertujuan mendeskripsikan ‘proses implementasi
kebijakan pembentukan organisasi KPH pada KPHP-Medel Berau Barat serta
mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang empengaruhi.

Metode Penelitian ini adalah deskripsi dengan/pendekaan Kualitatif, bentuk
data terdiri data sekunder dan primer diperol€b’ mielalui, wawancara, observasi
dan kajian dokumen terkait. Sedangkan informasnya terdiri dari instansi terkait
yaitu Kementerian Kehutanan, Bagian Orgarisasi Provinsi Kaltim, Bagian
organisasi Setda Berau, Dinas Kehutaman Kabupaten Berau, serta pendapat
Pakar Kehutanan

Berdasarkan hasil penelitian{disimpulkan bahwa implementasi pembentukan
organisasi KPHP Model Berau\Barat-dilaksanakan secara bertahap yaitu dengan
pembentukan UPTD pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau sebagai persiapan
pembentukan Organisas¥” KPHP  dalam bentuk SKPD. Pengambilan kebijakan
tersebut setelah melalui pfoses sosialisasi, penyampaian telaahan staf, konsultasi
dan koordinasi sertd“/rapat dan pertemuan Tim Teknis Kelembagaan daerah.
Sedangkan fakter-faktor yang memengaruhi implementasi pembentukan
organisasi KPHP\Model Berau Barat adalah faktor komunikasi terutama terkait
kejelasan dafi-konsistensi aturan serta pola komunikasi dan koordinasi yang
dilakukan, pasa®pihak, faktor sumber daya terutama ketersediaan SDM, sarana
prasarana ‘danl pendanaan, faktor birokrasi meliputi ketidakjelasan SOP
pembentukan organisasi teknis lain dan pembuatan Naskah Akademik, tata
hubungan dalam proses pembentukan kelembagaan SKPD yang memerlukan
waktu dan pendanaan yang khusus karena melibatkan proses di Legislatif.
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ABSTRACT
Implementation of Organization Establishment Policy
(Case Study Production Forest Management Unit Model Berau Barat
In Berau District)

Hamzah
Universitas Terbuka
hazbrou(@gmail.com

Keywords :Policy, Implementation, Organization, FMU

Forest Management Unit (FMU) is one of top priorities in order to improve
forest governance and strengthening decentralization in forestry sector. There
are many policies have been introduced to expedite FMU development such as
Internal Affair MinistryRegulation (Permendagri) 61 Tahun 2010 regarding
Guideline on Organization and Procedure of Production Forestand Protection
Forest Management Unit. This research is aim at describing ipiplementation of
organization establishment policy in FMU Model (KPHP)~Berau Barat. This
research is also trying to identify and analyze factor$, which influence the
implementation process of the policy.

The method used in this research is qualitative” description based on
primary and secondary data. Data was acquired byinterviews, observation and
documents reviews. Some Government staffs/were interviewed including staffs
from Ministry of Forestry, Provincial ‘Gevernment of Kaltim, Berau District
Secretariat, Forest Service of Berau, and forest experts.

Based on the result of this reSearch shows that the implementation of
Organization Establishment Policy’Gase Study Production Forest Management
Unit Model Berau Barat In_Berau District by Step. The establishment of UPTD,
however, as the first stepsin the gradual process of KPHP development towards
SKPD (SatuanKerjaPerdngkat Daerah).Implementation activities include
socialization, staff dssessmént, and consultation meetings. Key factors in the
implementation pfocess are communications, infrastructure, human and financial
resources. Commuwications include clarity of regulation, consistency with
otherregulafions;”and coordination among parties. In addition, bureaucracy
factor whichviriclude unclear SOP of organization establishment, concept note
making ‘process, coordination rules among institutions in SKPD development,
needs “certain time and funding allocations due to political process in local
parliament.
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BAB It

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten
Banjar. Oleh Idin Saepudin Ruhimat, tahun penelitian 2010, déngan
kesimpulan hasil penelitiz;n sebagai berikut :

Implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar telah efektif dilihat dari
sudut pandang ketepatan kebijakan dalapi.mienyelesaikan permasalahan
kehutanan di Kabupaten Banjar dan- ketepatan lingkungan kebijakan.
Namun kurang efektif apabila /dilihat""dari sudut pandang ketepatan
pelaksana kebijakan, dan ketepatan target dari kebijakan KPH. Faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan KPH
di Kabupaten Banjar terutama faktor yang dominan adalah  faktor
komunikasi antar stakeliolder, sumberdaya, dan partisipasi stakeholder.

2. Analisis Stakeholder, ~dan Kebijakan Pembangunan KPH Model Maros di
Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh Priyo Kusumedi dan Achmad Rizal HB,
tahun penelitian 2010, bentuk penelitian artikel ilmiah, dengan kesimpulan
hasil penelitian sebagai berikut :

Belum adanya Kketerlibatan stakeholder yang terkait langsung dalam
pembuatan rancang-bangun pembangunan konsep KPH Model Maros
secara aktif di tingkat masyarakat, investor (pengusaha) dan lembaga adat
yang ada di daerah setempat akan menyebabkan terhambatnya
implementasi KPH di lapangan. Adanya kebijakan yang tumpang tindih
dalam pelaksanaan pembangunan KPH terkait dengan era otonomi daerah.
Selain itu kebijakan yang ada perlu dijabarkan lebih lanjut tentang peran,
tangungjawab masing-masing intitusi KPH dikaitkan dengan peraturan
perundangan tentang otonomi daerah dan pembagian kewenangan
pemerintah pusat dan daerah tentang pembagian kewenangan di bidang
kehutanan. '
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Berdasarkan kesimpulan kedua penelitian terdahulu tersebut, tergambar
bahwa penelitian tersebut masih menekankan pada efektifitas implementasi
kebijakan pembangunan KPH secara umum, belum memberikan penekanan secara
khusus terhadap implementasi pembentukan organisasi KPH, kafena penelitian-
penelitian tersebut dilaksanakan sebelum adanya kebijakan terkait dengan
pembentukan organisasi KPH dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Orgénisasi dan Tata Kerja Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.
schingga bentuk organisasi KPH yang ada adalah Unit\Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) karena belum ada aturan yang secara khusts/€ntang kelembagaan KPH.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:© 61! Tahun 2010 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, menjadi polemik tersendiri
dalam pembentukan organisasi KPH di Daerah, Daerah dihadapkan dengan
pilihan apakah membehtuk-UPTD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
sementara kondisi \dan karakteristik dari masing-masing daerah berbeda-beda,
schingga masilt perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan
bagaimana implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPH di Daérah serta
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat
melengkapi penelitian sebelumnya dalam memberikan gambaran pembangunan
KPH terutama terkait proses pembentukan organisasi KPH sesudah
dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaén Hutan Lindung dan
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Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, khususnya di KPHP Model

Berau Barat di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

B. Kajian Teori
1. Kebijakan Publik

- Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang
dimaksud dengan kebijakan publik (publik policy) dalam berbagai literatur ilmu
politik. Masing-masing definisi tersebut memberikan penekanan yang berbeda-
beda. Perbedaan tersebut timbul karena masing-masing ‘ahli’mempunyai latar
belakang yang berbeda-beda. Sebagaimana yang dijelaskan Basyarahil (2011)
bahwa dalam perspektif administrasi negara, istilah kebijakan publik memiliki
konotasi yang amat beragam. Keragaman kotiotasi tersebut, di samping bersumber
dari kompleksitas dinamika kebijakan publik, juga sebagai akibat beragamnya
sudut pandang dan pendekatan yang digunakan dalam memahami dinamika
tersebut sehingga secara “taksonomis mendorong lahirnya berbagai pandangan
yang saling berbeda safu sama lain.

Meiitirat*Dunn (1998 : 51-52), secara etimologi, istilah kebijakan (policy)
berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani
dan Sansekerta polis (negara-kota) dan pur (kota) yang dikembangkan dalam
bahasa Latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dikembangkan dalam bahasa
Inggris policie, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi
pemerintahan. Kata Publik sendiri menurut Kismartini (2011) berasal dari kata
public diartikan beranekaragam, tergantung pada kata yang menyertainya,

diartikan sebagai umum, rakyat, masyarakat, publik, dan negara atau
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pemerintahan. Begitu banyaknya makna yang terkandung dalam kata publik,
namun tersirat hal penting, yaitu dalam kata publik harus berkaitan dengan
kepentingan publik, kepentingan umum, kepantingan rakyat dan kepentingan
masyarakat. Sebab itulah policy public tidak diterjemahkan sebagai kebijakan
_ negara melainkan kebijakan publik, karena beriorentasi pada kepentingan publik.

Terkait dengan perbedaan sudut pandang dalam mendifinisikan kebijakan
publik, Kismartini (2011) menjelaskan bahwa Irfan Islami telah mengumpulkan
beberapa pengertian kebijakan publik seperti Tﬁomas R. Dye,George C, Edwards
dan Ira Sharkansky, James Anderson, dan David Easton:Terdapat beberapa sudut
pandang dari para ilmuwan administrasi publik yang’ dapat diklasifikasikan
sebagai berikut :
a. Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan Pemerintah

Dye (dalam Kismartini, 201}), mengemukakan kebijakan publik sebagai
apa pun pilihan pemerintah-untuk melakukan atau tidak melakukan dalam upaya
mencapai tujuan negafa,/pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan
yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan
sesuatu apa.puh merupakan suatu kebijakan publik karena merupakan upaya
pencapaian tfujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya
dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat. Senada
dengan pandangan Dye adalah George S. Edwards dan Ira Sharkansky (dalam
Kismartini, 2011), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang
dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat
ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam policy

statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat
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politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-

program dan tindakan pemerintah.

b. Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat
yang dilakukan Pemerintah.

Horald D. Laswell dan Abraham Kaplan (dalam Kismartini, 2011),
mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah suatu program pencapain tujuan,
nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Sedangkan David Easton (dalam
Kismartini, 2011) juga mengatakan menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah
kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat

pemerintah.

c. Kebijakan publik dipandang sebagai raficangan program-program yang
dikembangkan oleh Pemerintah untik mencapai tujuan

Anderson (dalam Kismartini,” 2011) mengemukakan bahwa Kebijakan
publik adalah kebijakan-ke€bijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan
pejabat-pejabat pererintah. Sementara itu, Edwards [II dan Sharkansky (dalam
Kismartini, 2011), mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah suatu tindakan
pemerintah yang berupa program- program pemerintah untuk pencapaian sasaran
atau tujuan

Berdasarkan ketiga sudut pandang terhadap pengertian kebijakan publik
tersebut, Kismartini (2011) berpendapat bahwa kebijakan publik hanya dapat
ditetapkan oleh pemerintah, pihak-pihak lain atau yang lebih dikenal dengan
sebutan aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan

publik dalam batas kewenangannya masing-masing. Menurut pendapat Dye
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(dalam Kismartini, 2011: 1.8) hal ini disebabkan oleh tiga kewenangan yang
dimiliki oleh pemerintah, yaitu :

1) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk
memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik yang

- menjadi sasaran (target group)

2) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk
melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat
diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran
(target graoup)

3) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk
melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang
menjadi sasaran (farget group).

Pengertian-pengertian tersebut menjelaskan bahwd keputusan-keputusan

yang dikeluarkan pemerintah baik undang-undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan-peraturan Kementerian, Keputusarl Direktorat Jendral, peraturan
Gubernur dan Bupati pada dasarnya adalah kebijakan publik. Hal ini diperkuat
oleh pendapat Amir Santosa (dalam -Bjopari, 2009 : 1.5) bahwa :
“Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh suatu
pemerintah untuk mencapai tjuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang
diperlukan untuk mencapaitujuan tersebut dalam bentuk peraturan-peraturan atau
dekrit-dekrit pemerintah,”

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan sudut padang kebijakan
publik merupakan keputusan-keputusan yang di keluarkan oleh pemeritah baik
undang-undang, peraturan pemerintah maupun petunjuk-pentujuk teknis
implementasinya terutama yang terkait dengan pembangunan KPH. Sedangkan
jika dilihat dari prosesnya maka kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap
sebagaimana yang dijelaskan oleh Aderson dalam Subarsono (2005) bahwa
kebijakan publik terdiri dari lima tahap. Perfama, penetapan agenda kebijakan
(agenda setting) yaitu menentukan masalah publik yang perlu untuk dipecahkan.

Kedua, formulasi kebijakan (policy formulation) yaitu mengidentifikasikan
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kemungkainan kebijakan yang mungkin digunakan dalam memecahkan masalah.
Ketiiga, adopsi kebijakan (policy adoption) yaitu menentukan pilihan kebijakan
melalui dukungan para administrator dan legislatif. Tahap ini ditentukan setelah
melalui tahap suatu proses fekomendasi. Keempat, implementasi kebijakan (policy
implementation) merupakan suatu tahap di mana kebijakan yang telah diadopsi
tadi dilaksanakan oleh unit-unit tertentu dengan memobilisasi dana dan sumber
daya yang ada. Kelima, penilaian kebijakan (policy assessment), yaitu melakukan
penilaian tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang

telah ditentukan atau tidak.

2. [Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan merupakan® fahapan kebijakan yang ditandai
dengan proses mentransformasikan suatu keputusan kebijakan ke dalam praktik
kebijakan, oleh karena itu menurut Basyarahil (2011 : 11), bahwa :
Substansi dari. implementasi kebijakan adalah proses di mana program atau
kebijakan di _jalankan sebagai manifestasi translasi rencana ke dalam
praktik sebagai translasi keputusan kebijakan, implementasi kebijakan
dengan, sendirinya memiliki posisi yang sangat krusial. Dinyatakan sebagai
sesuatu-yang krusial, karena sebaik apapun suatu kebijakan diformulasikan
dan dipatuskan, kalau tidak dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik
maka tujuan kebijakan tidak akan pernah mampu diwujudkan.
Implementasi Kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dan
memiliki peran yang cukup vital dalam proses kebijakan, tanpa adanya tahap
implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya
akan menjadi catatan resmi di meja para pembuat kebijakan. Kebijakan Publik
tidak hanya terkait dengan mekanisme penjabaran berbagai keputusan politik ke

dalam mekanisme prosedur secara rutin lewat saluran-saluran birokrasi,
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melainkan juga menyangkut masalah konflik kepentingan, keputusan dan siapa
melakukan apa serta memperoleh apa dari suatu kebijakan. Menurut Van Meter
dan Van ﬁoxm (dalam Nawawi, 2009 : 131), bahwa :
“Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau
kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.”
Edwards IIl dalam akib dan Tarigan (2008), mengatakan bahwa tanpa
implementasi yang et:ektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil
dilaksanakan, Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah
dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan\yang meliputi upaya
mengelola input untuk menghasilkan output atau o#itcomes bagi masyarakat.
Menurut Wibawa (1994) bahwa tahap ‘implementasi kebijakan dapat
dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan
di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses
kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari
masyarakat. Sedangkah, ifnplementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki
logika top-down, daldm arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau

makro menjaditindakan konkrit atau mikro

3. Faktor-Faktor Penting dalam Implementasi Publik

Proses implementasi sangat berperan besar dalam mencapai keberhasilan
seperti apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Namun kadangkala terjadi
perbedaan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang ditemui
(implementing gap). Menurut Basyarahil (2011), dalam implementasi kebijakan

kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh para pembuat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41480 buf

kebijakan dengan apa yang senyatanya dapat dicapai amat terbuka terjadi. Gejala

ini oleh Andre Dunsire (dalam Basyaril , 2011) disebut dengan implementation

gap yaitu suatu keadaan di mana di dalam proses pelaksanaan kebijakan selalu
terjadi perbedaan-perbedaan antara das sollen dan das sein. Besar kecilnya
perbedaan sangat ditentukan oleh implementation capacity yaitu kemampuan
suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian
rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam
dokumen formal kebijakan dapat dicapai. )

Menurut Abdul wahab (2005), bahwa implementasi kebijakan akan
dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

a. Sifat kepemimpinan yang dipengaruhi/ yaite suatu kebijakan akan mudah
diimplementasikan jika tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam
masyarakat demikian juga sebaliknya jika kebijakan tersebut menimbulkan
konflik kepentingan.

b. Kejelasan tujuan;, syaitu kebijakan akan mudah diimplentasikan jika
manfaatnya. segera dirasakan oleh masyarakat terutama kelompok sasaran.
Dalam “kenyataan banyak program publik yang sesungguhnya penting bagi
kemajuan atau tidak memberikan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh
kelompok sasaran.

c. Perubahan perilaku yang dibutuhkan, yaitu banyak kebijakan yang sulit
diimplementasikan karena menuntut perubahan perilaku dari kelompok
sasaran termasuk perubahan keyakinan atau cara hidupnya.

d. Aparat pelaksana, yaitu proses implementasi memerlukan dukungan dari

aparat pelaksana yang berkualitas dan memiliki komitmen yang tinggi
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terhadap pelaksanaan program. Program publik yang sering gagal karena
tidak didukung aparat pelaksana memadai.

e. Sumber daya yang disediakan, yaitu sumber-sumber yang terdiri dari sumber
daya manusia, ataupun yang nonsumber daya manusia. Dilihat dari sumber
daya manusia meliputi keahlian, dedikasi, kreatifitas, keaktifan tiap-tiap
organisasi yang berbeda. Dilihat dari nonsumber daya manusia misalnya
dana, perawatan, dan lain-lain yang juga berbeda-beda

Selain hal tersebut sukses tidaknya implementasi kebijakén menurut

Nurcholis (2007 : 273) juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebagai berkut :

a. Dukungan dan penolakan dari lembaga ekstérnal. Jika lembaga eksternal
mendukung maka pelaksanaan kebijakan akan berhasil, sebaliknya jika
menolak maka pelaksanaan kebijakan “akan gagal, dengan demikian
diperlukan penyamaan visi dan pérsepsi dalam kebijakan yang diambil

b. Ketersediaan waktu dan sumber daya cukup

¢. Dukungan dari sumber daya.yang ada. Makin banyak yang mendukung
makin tinggi tingkat kesuksesannya

d. Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang
timbul dari pelaksanaan kebijakanKepatuhan para pelaksana kebijakan
terhadap kesepakatan dan tujuan yang telah diciptakan dalam tingkat
koordinasti.

Semakin._jelas’’bahwa keberhasilan implementasi kebijakan  sangat
tergantung “berbagai faktor antara lain adalah kejelasan tujuan dan petunjuk teknis
implementasi kebijakan tersebut, sumber daya, baik kualitas dan kuantitas sumber

daya manusia sebagai pelaksana dan sumber daya lainnya serta sikap dan prilaku

pelaksana kebijakan baik perilaku pemimpin maupun staf pelaksana.
4. Model-Model Implementasi Kebijakan

Dalam mengkaji faktor-faktor implementasi kebijakan, para ahli kebijakan

publik banyak menggunakan model implementasi untuk melihat aspek-aspek
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yang mempengaruhi implementasi kebijakan, di antaranya adalah model
implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh teori Edwards III dan teori Donal
S.Van Meter dan Carl E.Van Horn .

Dalam pénelitian ini, Penulis akan menggunakan teori tersebut untuk
menganalisis hasil temuan peneliti di lapangan. Sebagaimana dijelaskan
sebelumnya bahwa implementasi kebijakan adalah krusial bagi public
administration dan public policy. Apabila suatu kebijakan yang telah dibuat tidak
tepat sasaran dan tidak dapat mengurangi permasalahan yang-merupakan tujuan
dari dibuatnya kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut‘akan mengalami suatu
kegagalan walaupun kebijakan tersebut diimplementasikan dengan sangat baik.
Namun dari sisi lain jika suatu kebijakan telabsdivencanakan dengan sangat baik,
akan mengalami kegagalan pula. apabila kebijakan tersebut kurang
diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Dalam mempelajari~implementasi kebijakan Edwards mengemukakan
terlebih dahulu dua pertdniyaan, yaitu prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan
sehingga suatu-implementasi kebijakan berhasil dan hambatan-hambatan utama
apa yang.mengakibatkan suatu implementasi gagal? Edwards menjawab dua
pertanyaan penting di atas dengan membicarakan empat faktor atau variabel
krusial dalam implementasi publik. Menurut pandangan Edwards III
(dalam Nawawi, 2009), Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel,
sebagai berikut :

a. Komunikasi,
Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan,

mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara
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jelas, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan diinformasikan kepada
kelompok sasaran (Zarget Group) sehingga akan mengurangi distorsi
implementasi. Apabila penyampaian tujuan sasaran suatu kebijakan tidak jelas,
tidak memberikan‘ pemahaman atau bahakan twjuan dan sasaran kebijqkan tidak
diketahui sam; sekali oleh kelompok sasaran, maka memungkinkan akan terjadi
suatu flenolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan, oleh
karena itu diperlukan adanya ti'ga hal yaitu :
| 1) Adanya penyaluran (transmisi) yang baik sehingga @akan menghasilkan
implementasi yang baik pula kejelasannya
2) Adanya kejelasan yang diterima oleh pelakSara) kebijakan sehingga tidak
membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan
3) Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang
dikomunikasikan berubah-ubah™akan membingungkan ‘dalam pelaksanaan
kebijakan yang bersangkutan,
b. Sumber daya
Dalam implenientasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik
sumber daya manusia, material, dan metode. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan
walaupun “sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila
implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi
kebijakan tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber daya adalah faktor
penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien, tanpa sumber daya
kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk
memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan upaya

memberikan pelayanan pada masyarakat.

-~
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c. Disposisi/kecenderungan Implementor

Disposisi dalam implementasi kebijakan adalah karekteristik dan sikap
yang dimiliki oleh implementor kebijakan seperti komitmen, kejujuran,
komunikatif, cerdik dan sifat demokratif maka dia akan menjalankan kebijakan
dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.
Implementor kebijakan apabila memiliki sikap dan perspektif yang berbeda
dengan pembuat kebijakan, maka implementasinya menjadi tidak efektif dan
efisien.
d. Faktor Birokrasi

Dalam bimplementasi kebijakan struktur organisasi‘mempunyai peran yang
penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah prosedur operasi yang
standar (Standar Operating Prosedurs/SOP), SOP akan menjadi pedoman bagi
setiap implementor dalam bertindak’ Sfruktur organisasi yang terlalu panjang akan
cenderung melehakan pengawasan dan menimbulkan red-fape, yakni prosedur
birokrasi yang rumit‘dan- Kompleks. Pada gilirannya menyebabkan aktivitas
organisasi tidak_fleksibel. Hubungan dari masing-masing varibel dapat dilihat

pada gambéarberikut :
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Komunikasi '

* \
- Sumberdaya \
Disposisi /

i /
Struktur

Birokrasi

Implementasi

Gambar 2.1. Model Implementasi kebijakan' Menurut Edward III (Sumber:
Edwards III (1980;148) dalani Nawawi (2009:138) )
Menurut Teori Donal S.Van Met€r dan Carl E.Van Horn (dalam Nawawi,

2009), ada Enam variabel yang'mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

a. Standar dan sasaran kebijakan, setiap kebijakan publik harus mempunyai
standar dan séatt sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan
tersebut tujuan dapat terwujudkan. Dalam standar dan sasaran kebijakan tidak
jelas, sehirigga tidak bisa menjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan
kesalahpahaman dan konflik di antara agen implementasi

b. Sumber daya implementasi. Dalam suatu implementasi kebijakan perlu
dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (human resources),

- maupun sumber daya material (material resources), dan sumber daya metode
(Method resources). Dari ketiga sumber daya tersebut, yang paling penting
adalah sumber daya manusia, karena di samping sebagai subjek implementasi

kebijakan juga termasuk objek kebijakan tersebut
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¢. Komunikasi antara organisasi dan penguatan aktivitas, dalam banyak program
implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu
hubungan yang baik antara instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi
dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antara
instansi b;gi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi
merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-
programnya tersebut dapat direalisasikan gengan tujuan serta sasarannya

d. Karakteristik agen pelaksana, dalam suatu implementasi kebijakan agar
mencapai  keberhasilan maksix;lal harus diidentifikasikan dan diketabui
karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktar/birokrasi, norma-norma
dan pola-pola hubungan yang terjadi dalamx birokrasi, semua itu akan
mempengaruhi implementasi suatu peragram kebijakan yang telah ditentukan

e. Disposisi implementor, dalam jmplementasi kebijakan sikap atau disposisi
implementor dibedakan menjadi tiga hal, yaitu :
1) Respon implementof—terhadap kebijakan yang terkait kemauan

implementor.urnifuk” melaksanakan kebijakan publik
2) Kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan
3) Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki
tersebut

f  Lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik, variabel ini mencakup
sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan
implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan
memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para

partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini politik
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mendukung implementasi kebijakan. Sedangkan hubungan dari masing-

masing variabel dapat dilihat pada gambar berikut :

Komunikasi Antar Organisasi

dan Kegiatan Pelaksanaan
Y Y

Sumber Daya
Implementasi

A 4

e - y — Kinerja
Karakteristik Disposisi | || Implementasi

Badan Pelaksana Pelaksana

A

Standar dan Sasaran
¥ ahitalran

| Lingkungan, Ekonomi, |

Sosial dan Politik

Gambar 2.2.Model Implementasi KebijakanMenutut Van Mater dan Van Horn
(Sumber : Van Meter dan Van Horn (1975:463) dalam Nawawi (2009 : 140)

Dari kedua model implementasi~kebijakan tersebut, terdapat beberapa
kesamaan aspek atau variabel-yang miempengaruhi implementasi publik yaitu
faktor komunikasi, sumber\ddya, disposisi dan birokrasi. Faktor-faktor inilah
yang akan menjadi_-variabel utama yang akan dipergunakan oleh peneliti dalam
penelitian  ini \Untuk menganalisis bagaimana implementasi  kebijakan
pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat, terutama keterkaitannya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, di Kabupaten Berau

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/42480.pdf

5. Penataan Organisasi Perangkat Daerah dalam Kerangka Otonomi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurusi
sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah dém tugas perbantuan.
Pemberian otonomi luas diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat.

Menurut Suwandi (2002), ada dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui
kebijakan desentralisasi yaitu tujuan politik dan tujuan administrasi. Tujuan
politik akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai fhedium pendidikan politik
bagi masyarakat ditingkat lokal dan secara agregab akan berkontribusi pada
pendidikan politik secara nasional untuk mempercepat terwujudnya civil society.
Sedangkan tujuan admnistrasi akan, memposisikan Pemerintah Daerah sebagai
unit pemerintah ditingkat lokal” yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan
masyarakat secara efektif, ¢fisien dan ekonomis.

Menurut Nurcholis’(2007 : 42), secara faktual pentingnya administrasi
pemerintahan dilaksankan oleh Pemerintah Daerah dilandasi oleh pertimbangan
adanya perbedaan daerah dalam sistim sosial, politik dan budaya, merupakan
upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan
administrasi pemerintahan yang efisien. Selanjutnya disebutkan hal-hal yang
membuat pemerintah lebih efisien adalah sebagai berikut :

a. Dilihat dari kuantitasnya, urusan yang diselenggarakan oleh

pemerintah daerah lebih sedikit daripada diselenggarakan pemerintah
pusat

b. Dilihat dari rumitnya birokrasi, pemerintah daerah lebih sederhana
daripada diselenggarakan oleh pemerintah pusat
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c. Dilihat dari pemberian pelayanan publik, pemerintah daerah lebih
dekat dengan masyarakat sehingga lebih mudah, murah dan cepat

d. Dilihat dari cara penyelesaian masalah, pemerintah daerah lebih cepat
penyelesaiannya.

Pemberian kewenangan pemerintah tentunya akan memberikan
konsekuensi-konsekuensi yang harus dipersiapkan secara bersama-sama antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Suwandi (2002 : 6), bahwa :

Secara teoritis untuk mampu menjalankan fungsinya secara optimal,
sedikitnya ada tujuh elemen utama yang membentuk Pemerintah Daerah
yaitu :

a. Ada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah. Urusan
tersebut merupakan isi otonomi yang menjadi dasar bagi kewenangan
daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

b. Ada kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang
diserahkan kepada daerah

c. Adanya personil yaitu pegawai yang smeinpunyai tugas untuk
menjalankan urusan otonomi yang mienjadi isi rumah tangga yang
bersangkutan

d. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan
otonomi daerah

e. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dan wakil-
wakil rakyat yang teldh, mendapatkan legitimasi untuk memimpin
penyelenggaraan pemetintah daerah

f. Adanya manajemen’ pelayanan publik agar dapat berjalan secara
efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel

g. Adanya pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif
dan efisien.

Ketujuh “élemen tersebut secara integratif merupakan suatu sistim yang
membentuk pémerintah daerah. dengan demikian penataan kelembagaan
pemerintah daerah akan selalu terkait dengan ketujuh elemen tersebut dalam
mempercepat kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan utama pemberian
utama otonomi daerah secara luas. Menurut Taufik ( 2012) bahwa tujuan utama
pemberian otonomi luas kepada daerah adalah untuk mempercepat kesejahteraan
masyarakat melalui perbaikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, peran dari organisasi perangkat daerah sangat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/42480.pdf

penting. Organisasi perangkat daerah merupakan birokrasi pemerintah daerah
yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi penyediaan pelayanan publik
( public service delivery), fungsi perencanaan pembangunan, fungsi pengaturan,
fungsi pengawasan dan fungsi penunjang lain berjalannya kegiatan sehari-hari
pemerintahan daerah. Oleh sebab itu organisasi perangkat daerah sangat
menentukan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah.

Sejalan dengan reformasi birokrasi yang dicadangkan oleh pemerintah,
kebijakan dalam penataan kelembagaan pemerintah, baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah pada dasarnya lebih diarahkan(pada upaya
penyederhanaan birokrasi pemerintah sehingga lebih propotsional, datar (flat)
hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kéwebangannya. Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara (2003) dalam Taufik (2012), mengatakan
bahwa penataan organisasi merupakan upaya yang.dilakukan untuk menciptakan
organisasi yang lebih proporsional (riglisizing)” berdasarkan kebutuhan nyata
daerah, transparan, hierarkis yang pendek-dan terdesentralisasi kewenangannya.
Ukuran dan struktur organisasi pemetintahan daerah hendaknya dapat menjamin
efesiensi dan efektivitas penyéleriggaraan pemerintahan dan pembangunan di
daerah. Organisasi pemérintahan daerah yang efektif diharapkan tidak terlalu
besar sehingga ada hubungan yang erat dengan masyarakat dalam suatu konteks
tertentu menurut-batas-batas dan fungsi-fungsi tertentu.

Dalam melaksanakan penataan organisasi, Pemerintah Daerah harus

memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam
wilayahnya. Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki hak untuk menentukan
jumlah satuan perangkat (dinas, badan dan lembaga lain) sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan daerah, baik kemampuan keuangan maupun sumber daya
manusia yang tersedia. Menurut pendapat Praktikno, dkk (2010) dalam Ekawati,

2012 : 92), bahwa :
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“kerangka regulasi saat ini berlangsung memberikan ruang bagi daerah untuk
mengangtualisasi kekhususan daerahnya melalui urusan pilihan.”

Senada dengan pernyataan tersebut, Dwipayana (2009) dalam Ekawati
2012: 92), mengatakan bahwa :
Peluang untuk berbeda antara daerah sesunggubhnya memungkinkan
dengan adanya urusan pilihan, namun sangat sedikit daerah yang
menggunakan peluang ini dengan merumuskan sendiri urusan yang khas
dan spesifik berdasarkan keadaan daerahnya. Pemerintah daerah
cendrung tidak memilih karena aturan pilihan ditentukan secara rigid,
selain itu urusan pilihan dianggap sebagai cost centre. Pemerintah Pusat
yang berkreasi seringkali Marus berhadapan dengan berbagai aturan~
Pemerintah Pusat
Dalam proses penataan kelembagaan, menurut Utomo (2009), ada tiga
filosopi penataan kelembagaan organisasi perangkat déerdh sebagai berikut : a).
Filosofi kemandirian, desain dan format kelemibagaan perangkat daerah akan
tercapai secara realistik, dan operasional, karena didasarkan pada kemampuan dan
kemandirian daerah sesuai kewenéngan otonominya; b). Filosofi proaktif,
Pemerintah Daerah perlu bersikap, lebih proaktif dalam menanggapi tuntutan
perkembangan dinamika “niasyarakat sehingga akan meningkatkan kinerja
pelayanan umum; ¢). Filogofi proses belajar, penataan dilakukan secara bertahap
dan diarahkan,pada ‘perbaikan sub-sub sistem yang menjadi pusat permasalahan,
sehingga memberikan efek daya dongkrak (leverage effect) bagi penyempurnaan
sub-sub sistem kelembagaan lainnya. Proses tersebut merupakan learning prosess
untuk menciptakan kapasitas pemda yang adaptif, responsif, kreatif dan produktif.
Kehutanan merupakan urusan pemerintah pilihan, karena merupakan

urusan pilihan maka memberikan ruang kepada daerah untuk membentuk

kelembagaan atau tidak membentuk kelembagaan sesuai dengan potensi dan
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kekhasan pada daerah masing-masing, selain itu juga dimungkin perbedaan
bentuk kelembagaan antara daerah yang satu dengan yang lainnya.
Menurut Utomo (2007), penataan organisasi dacrah dapat dilakukan
dengan pendekatan TOY. (Teknis, Organisasi dan Yuridis).‘ Pendekatan Teknis
meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, besaran APBD dan potensi daerah.
Pendekatan, Pendekatan Organisasi meliputi tujuan yang jelas (visi misi), uraian
tugas dan kewenangan, struktur Brgaisasi yahg menggambarkan hubungan kerja
dan formalitas, sumber-sumber daya manajemen (7M). Dan yuridis.yang meliputi
: dasar hukum pembentukan, implikasi hukum (keuangan, kepegawaian, dil).
Menurut Mariana, dkk (2007) dalam penataan‘kclembagaan d;xerah pada
dasarnya terdapat tiga macam sifat dari aspek yafig/hams dipertimbangkan yaitu:
a. Aspek yang bersifat kualitatif, di sini aspek-aspek tersebut sulit dihitung
karena terkait dengan nilai (valué) yang notabene sulit untuk diukur karena
aspek ini memiliki unsur subyektifitas yang relatif besar. Namun demikian,
kekurangan ini dapat ‘diatasi dengan melakukan penilaian yang didasarkan
atas pengalaman dan kebutuhan di masa yang akan datang, bukan
didasarkan ‘pacda kebutuhan individual. Aspek-aspek tersebut misalnya adalah
nilai strategis daerah ataupun teknologi yang terkait dengan visi dan misi
suatu daerah

b. Aspek yang bersifat kuantitatif, yakni aspek yang dapat dihitung dan diukur,
misalnya potensi dan kebutuhan daerah/masyarakat, jumlah SDM Aparatur,
aspek keuangan, dan aspek kewenangan

c. Aspek yang bersifat semi kualitatif dan kuantitatif antara lain kualitas

kewenangan dan kualitas SDM.
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Aspek-aspek tersebut baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif maupun semi
kualitatif dan semi kuantitatif inilah yang akan menentukan beban tugas atau
beban pekerjaan suatu kelembagaan daerah schingga sangat penting untuk

menjadi perhatian dalam penataan kelembagaan.

6. Konsep Kebijakan Pembangunan KPH

Pembangunan KPH di Indonesia telah menjacii komitmen pemerintah dan
masyarakat (para pihak), yang telah dimandatkan melalui UU Nomor 41 Tahun”
1999 tentang Kehutanan, PP Nomor 44 Tahun 2004 “tentang Perencanan
Kehutanan dan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata’Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan [Hutan, yang bertujuan untuk
mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Menurut Sriyono dan
Djajono (2010 : 1) bahwa :

“Kesatuan Pengelolaan Hutan( KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan
sesuai fungsi pokok dan peruntikannya yang dikelola secara efisien dan lestari.”

Berdasarkan pengertian tersebut maka, seluruh kawasan hutan di Indonesia
akan terbagi dalam, wilayah-wilayah KPH, serta akan menjadi bagian dari
penguatan ‘sistém” pengurusan hutan nasional, provinsi, kabupaten/kota. Dan
berdasarkan dominasi fungsi Kawasan hutan maka, KPH terdiri dari tiga bentuk
yaitu sebagai berikut :

a. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), adalah  kesatuan
pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh

kawasan hutan konservasi;
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b. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), adalah kesatuan pengelolaan
hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan
lindung;

c. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), adalah kesatuan pengelolaan
hutan yang luas wilayahnya selurubnya atau didominasi oleh kawasan hutan
produksi;

Berdasarkan batasan tersebut, maka di Kabupaten Berau telah ditetapkan 4
(empat) wilayah KPH yang berbentuk KPHP, karena pada masing-masiﬁg
wilayah yang ditetapkan didominasi oleh kawasan hutan produksi termasuk
KPHP Model Berau Barat yang vmerupaka.n objek dalam penelitian ini.

Menurut Kartodihardjo (2011), Pembangunan KPH sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 6 tahun 2007 jo Pefaturan Pemerintah
Nomor 3/2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
serta Pemanfaatan Hutan, secara operasional harus memenuhi 3 komponen
kegiatan, Pertama, pembénttikan unit-unit wilayah KPH pada seluruh kawasan
hutan sehingga ada_kepastian wilayah kelola. Kedua, pembentukan institusi
pengelola pada Setiap unit KPH, sehingga ada kepastian penanggung jawab
pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen di tingkat tapak. Dan Kefiga, penyusunan
rencana pengelolaan hutan di tingkat KPH sebagai penjabaran operasional
pencapaian target-target rencana kehutanan tingkat kabupaten/ kota, provinsi
dan nasional.

Menurut Ismugiono (2012), Pembangunan KPH terdiri dari 3 (tiga)
komponen yaitu : Pertama, Pembentukan Wilayah KPHL dan KPHP Model.

Kedua, Pembentukan institusi/kelembagaan meliputi : Pembentukan Organisasi,
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Personil KPH, Sarana dan Prasarana KPH, Anggaran. Dan Kefiga Rencana
Pengelolaan meliputi : Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan, Rencana
Strategis Bisnis.

Kopponen kegiatan dalam pembangunan KPH yang sangat krusial adalah
pembangunan kelembagaan, menurut Karodiharjo (2011) bahwa sebagaimana
telah diatur dalam peraturan perundangan kelembagaan KPH sebagai pengelola
ditingkat tapak tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mewujudkan
pembangunan kehutanan yaitu :

a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi : tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan” hutan; penggunaan
kawasan hutan; rehabilitasi hutan dan reklamasi; ‘dan perlindungan hutan dan
konservasi alam

b. Menjabarkan kebijakan kehutanan™nasional, provinsi dan kabupaten/kota
bidang kehutanan untuk diimplementasikan

c. Melaksanakan kegiatan “péngelolaan hutan di wilayahnya mulai dari
perencanaan, ~pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, serta
pengendalian

d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan
pengelolaan hutan di wilayahnya |

e. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan
hutan.

Selanjutnya menurut Nugroho (2012) bahwa secara eksplisit fungsi kerja
kelembagaan KPH tersebut dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan ditingkat

tapak dapat dijabarkan secara operasioanal sebagai berikut :
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a. Melaksanakan penataan hutan dan tata batas dalam wilayah KPH

b. Menyusun rencana pengelolaan hutan di tingkat wilayah KPH, termasuk
rencana pengembangan organisasi KPH

¢. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan
yang dilaksanakan oleh pemegang ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan
kawasan hutan, termasuk dalam bidang rehabilitasi dan £¢klmnasi hutan serta
perlindungan hutan dan konservasi alam |

d. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan

e. Melaksanakan pengelolaan hu:én di kawasan tertentu bagi KPH yang telah
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) atau
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

f. Menjabarkan kebijakan kehutanap. menjadi inovasi dan operasional
pengelolaan hutan

g. Menegakkan hukum kehutanan, termasuk perlindungan dan pengamanan
kawasan

h. Mengembangkan investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan

hutan lestari.

Fungsi dan tugas yang sedemikian besar, kelembagaan KPH harus
dibangun dengan dukungan semua pihak terkait, sebagaimana yang dijelaskan
oleh Kartodihardjo (2011 : 101), bahwa :

Membangun KPH adalah membangun kelembagaan, dalam pengertian
aturan main maupun organisasi. Membangun kelembagaan adalah
membangun barang publik (public goods), sehingga permasalahannya
terletak pada kewenangan, kemampuan maupun kemauan politik lembaga-
lembaga publik yang terkait, baik secara sendiri-sendiri maupun
kemampuannya untuk mengorganisasikan satu dengan lainnya.
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Selanjutnya dijelaskan bahwa kunci sukses kelembagaan KPH adalah
kehadiran personil kehutanan dekat dengan hutan dan masyarakat, ukuran/luas
KPH sesuai dengan kemampuan manajemen organisasi, pendidikan dan latihan
yang berkelanjutan untuk menuju profesional, internal dan eksternal komunikasi
dan kerja sama, koordinasi, penghubung (/iasion), supervisi, kejelasan tanggung
jawab dan pelimpahan wewenang; berorientasi pada pelayanan; pemisahan antara
administrasi  (administration/authority) dan pengelolaan  (management),
perencanaan jangka panjang disusun berdasarkan hasil’assessment/inventaﬁsgsi
dan berbasis spasial.

Pembangunan KPH secara konseptual dapat fheningkatkan efisiensi dan
mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan{ pengelolaan hutan ditingkat
tapak/lapangan, meskipun demikian _.pembangunan KPH tidak mudah
dilaksanakan. Kartodiharjo (2008), méngatakan bahwa beberapa permasalahan
yang mempengaruhi pembangunan KPH adalah pengertian yang keliru tentang
KPH, belum lengkapnya\peraturan perundangan, lemahnya SDM, lemahnya
dukungan politik, serta minimnya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung

pembangunan, KPH.

Berdasarkan kajian konsep pembangunan KPH pada kajian konsep
Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Way Terusan Register 47 Kabupaten
Lampung Tengah Provinsi Lampung, Alviya dan Suryandari, (2008 : 119)
menyimpulkan bahwa :

Dalam mengimplementasikan pembangunan KPH, banyak menghadapi

permasalahan baik dari sisi kelembagaan dan sosial. Dari sisi kelembagaan

. meliputi hambatan pemangku kepentingannya sendiri, peraturan

perundangan, organisasi, pendanaan, dan SDM. Untuk merealisasikan
KPH ini diperlukan penyamaan persepsi dan sosialisasi yang intensif
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konsep pengelolaan KPH kepada semua pemangku kepentingan, dengan

cara memberikan solusi terhadap hambatan yang ada khususnya

kelembagaan dan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas baik secara konseptual maupun
berdasarkan pengalaman implementasi pembangunan KPH, dapat dikemukakan
bahwa pembangunan kelembagaan KPH masih dihadapkan dengan berbagai
permasalahan terkait perbedaan pemahaman tentang KPH, ketidakjelasan
peraturan perundangan, bentuk organisasi serta ketersediaan SDM.

Berdasarkan Kajian Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan

(KPH) di Kabupaten Banjar (Implementation Effectiness of \Forest Management

Unit Policy in Banjar District), Ruhimat (2010 : 178), menyinipulkan bahwa :

Implementasi kebijakan KPH di Kabupatén/Banjar telah efektif dilihat dari
sudut pandang ketepatan. kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan
kehutanan di Kabupaten Banjar'.dan ketepatan lingkungan kebijakan.
Namun kurang efektif apabila/dilihat dari sudut pandang ketepatan
pelaksana kebijakan, dan\ketepatan target dari kebijakan KPH. Faktor-
faktor yang berpengaruh-tethadap efektivitas implementasi kebijakan KPH
di Kabupaten Banjar—térutama faktor yang dominan adalah faktor
komunikasi antar§takeholder, sumber daya, dan partisipasi stakeholder.

Berdasarkan, "hasil tersebut, tergambar bahwa konsep kebijakan
penggunaan KPH masih merupakan konsep yang ideal dalam menyelesaikan
berbagai macam permasalahan kehutanan., akan tetapi implementasi kebijakan
tersebut masih belum tepat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal
tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor komunikasi antara

stakeholder, sumber daya dan partisipasi stakeholder.
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C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses implementasi
kebijakan pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat, serta
mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
proses implementasi tersebut.

Menurut Edward III (dalam Nawawi (2009), secara teoritis, implementasi
kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi
dan struktur birokrasi, Akan tetapi dalam penelitian ini faktor-faktor yang akan
dikaji lebih dalam adalah komunikasi, sumber daya dan struktus birokrasi, dengan
asumsi jika ketiga faktor tersebut berjalan dengan baik, maka disposisi atau
kecenderungan-kecenderungan implementasi ju@a’akan positif, sehingga akan
berpengaruh positif terhadap implementasi-Pembentukan Organisasi KPHP Model

Berau Barat di Kabupaten Berau. Dengan model analisis sebagaimana gambar

sebagai berikut :
Kebijakan Pembentukan
Organisasi KPH
iyl
Implementasi
Komunikasi Sumber Daya Birokrasi

Gambar 3.1. Model Analisis Implementasi Kebijakan Pembentukan Organisasi KPHP
Model Berau Barat.
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D. Konsep Kunci

Dalam Penelitian ini variabel utama adalah proses implementasi kebijakan
pembentukan organisasi KPH pada KPHP Model Berau Barat di Kabupaten
Berau.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan proses implementasi kebijakan
pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat adalah proses pembentukan
organisasi KPHP Model Berau Barat dalam kaitannya dengan proses
implementasi Peraturan Menteri Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan [Lindung dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implement{asi pembentukan organisasi

KPHP Model Berau Barat adalah fakfor<faktor yang mempengaruhi proses

implementasi Peraturan Menteri Dalam, Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pedoman Organisasi dan TataKefja-Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan

Kesatuan Pengelolaan Hutan, Produksi di Daerah, pada pembentukan organisasi

pada KPHP Model/Berau Barat di Kabupaten Berau. Pada penelitian ini faktor-

faktor atau variabel-variabel yang akan diamati adalah sebagai berikut :

1. KomuniKasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada
organisasi dan atau publik kususnya pada Pemerintah Kabupaten Berau,
sehingga adanya kejelasan, konsistensi dan daya tanggap terhadap kebijakan
Pembentukan Organisasi tersebut.

2. Sumber daya, yaitu berkenaan dengan Keberadaan sumber daya meliputi
keberadaan staf pelaksana lapangan, keberadaan informasi,sumber daya
finansial, serta sarana dan prasarana yang terkait dengan implementasi

kebijakan pembentukan organisasi KPH P Model Berau Barat.
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3. Birokrasi yaitu, terkait dengan kesesuaian organisasi birokrasi pelaksanan
birokrasi, antara lain meliputi keberadaan prosedur-prosedur atau sering
disebut Standart Operating Prosedures (SOP), kejelasan aturan birokrasi
serta hubungan antara organisasi-organisasi dalam proses implementasi

kebijakan dalam pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang dan dianalisis dengan menggunakan metode
deskriftif dengan jenis pendekatan kualitatif, di mana realitas dipandang sesuatu
yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan dengan menggunakan pola
pikir yang induktif. Hubungan antara Peneliti dengan yang diteliti bersifat intraktif

dengan sumber data supaya memperoleh makna.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data primer
dan data sekunder. Data primer diperolel’ dari hasil wawancara langsung oleh
Peneliti kepada informan, serta datd hasil observasi lapangan sedangkan data
sekunder diperoleh darichasil ‘dokumentasi (laporan, karya tulis, koran, majalah,
video, dll).

Dalam-—penelitian ini informan utama yang dianggap mengetahui dan
terlibat langsing dalam permasalahan penelitian, diambil dari instansi yang terkait
yang meliputi :

1. Dinas Kehutanan Kehutanan Kabupaten Berau, dengan jumlah informan 2
(dua) orang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau dan Kepala
Seksi Perencanaan Hutan. Informasi yang diharapakan adalah gambaran
umum pengelolaan hutan, implementsi kebijakan pembangunan KPH di

Kabupaten Berau, proses pembentukan organisasi KPH Model Berau Barat,
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serta permasalahan dan kendala | yang dihadapi dalam mendorong
implementasi kebijakan dalam pembentukan organisasi KPHP Model Berau
Barat.

2. Bagian Organisasi Setda Berau, dengan jumlah informan 2 (dua) orang yaitu
Kepala Sub Bagian Tata Laksana Bagian Organisasi Setda Berau (Plt. Kepala
Bagian organisasi pada saat proses pembentukan organisasi KPHP Model
Berau Barat) dan Kepala Sub Bagian Tata Laksana Bagian Organisasi Setda
Berau. Informasi yang diharapkan adalah strategi penataan kelembagaan di
Kabupaten Berau, proses pembentukan organisasi KPHE-Model Berau Barat,
faktor-faktor yang berpengaruh dan menjadi, “pertimbangan dalam
pembentukan organisasi KPHP Model Berau, Barat.

3. Bagian Organisasi Provinsi Kaltim, denganjumlah Informan 2 (dua) orang,
yaitu Kepala Bagian Kelembagaan’Biro organisasi Provinsi Kaltim dan
Kepala Sub Bagian Standar Desain Kelembagaan Biro Organisasi Provinsi
kaltim. Informasi ydng.diharapkan adalah hubungan pemerintah provinsi dan
kabupaten dalarh peiebentukan organisasi KPH di daerah.

4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dengan
jumlah-informan 1 (satu) orang, yaitu Kabid Kepla Bidang Pengadaan dan
Mutasi Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kabupaten Berau. Informasi yang
diharapkan adalah keberadaan SDM Kehutanan dan Proses Mutasi SDM

5. Kementerian Kehutanan, dengan jumlah informan 1 (satu) orang, yaitu
Kepala Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah II
Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan

Hutan Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan. Informasi yang
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diharapkan adalah perkembangan pembangunan KPH, peran Kementerian
Kehutanan dalam mendorong pembentukan organisasi KPH serta kendala dan
permasalahan yang dihadapi.

6. Prof. Dr. Haryadi Kartodiharjo, sebagai expert Opening, informasi yang
diharapkan adalah perspektif dalam implementasi pembentukan organisasi
KPH berdasarkan pengalaman di beberapa daerah.

Selain informan tersebut untuk mengembangkan penelitian dimungkinkan
dilanjutkan ke informan lain yang terkait, begitu seterusnya sampai penelitian

dianggap cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

C. Instrumen Penelitian
Instrumen dalam pengumpulan data” dalam penelitian ini adalah
menggunakan pedoman wawancata-(inferview guide) dengan alat bantu fape

recorder, kamera dan alat tulis'untuk catatan di lapangan

D. Prosedur Pengunipulan Data
Prosedus péngumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah Tekiik Wawancara, Kajian Dokumen dan Observasi.

1. Teknik wawancara mendalam (indepth) yaitu untuk mencatat dan merekam
data (informasi) dan opini tentang penelitian secara langsung di lapangan dari
informan. Teknik wawancara mendalam akan dipergunakan terutama untuk
mengkonstruksikan kegiatan dan kejadian dalam pelaksanaan kegiatan, serta
untuk memverifikasi dan memperluas data/informasi yang sudah diperoleh

sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan
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menggunakan inferview guide, di mana petunjuk wawancara hanya berisi
petunjuk secara garis besar tentang proses dan isinya, agar terjaga pokok-
pokok dan yang direncanakan dapat tercapai

2. Kajian dokumen adalah melakukan pengumpulan terhadap dokumen-
dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku maupun karya-
karya ilmiah berupa artikel serta data-data lain yang diperoleh dari instansi
terkait.

3. Observasi, dilaksanakan dengan melakukan pengamat secara langsung
dilapangan/lokasi penelitian agar peneliti dapat “unelihat secara dekat
bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan, pembentukan organisasi

KPH pada KPHP Model Berau Barat

E. Metode Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penélitian ini, maka teknis analisis data yang dipergunakan
adalah Analisis Deskriptif.

Melalutteknik ini akan digambarkan seluruh data dan fakta yang diperoleh
dengan mierigembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian
dan penafsiran terhadap analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori
yang sesuai.

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis taksonomis.
Analisis taksonomis merupakan bentuk analisis yang rinci dan mendalam dalam
membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Pada analisis ini fokus penelitian

maupun pembahasan kendati diarahkan pada bidang atau aspek tertentu, namun
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pendeskripsian fenomena yang menjadi tema sentral dari permasalahan penelitian
diungkap secara lebih rinci. Dengan demikian domain atau bidang yang akan
ditonjolkan perlu dilacak secara lebih mendalam dan terinci struktur internalnya.

Tahapan proses analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini

dapat digambarkan sebagai berlkut :
1 — 2 Pengumpulan dan
Transkio
i 5
3 —) 4 Koding dan Kategori
Data
i <~
5 ) 6 — 7 Kesimpulan dan
Triangulasi

Gambar 3.1. Tahapan Preses Analisis Data
Bentuk kegiatan dari mading-miasing tahapan analisis pengelolaan data

dapat dijelaskan sebagai berikut *

1. Pengumpulan datd mentah, data-data hasil penelitian yang telah dilakukan
melaui wawarncara; kajian pustaka dan observasi;

2. Transkrip.datd, mencatat dan mengetik kembali data-data yang berasal dari
hasil'tape recorder atau catatan tangan seperti apa adanya;

3. Pembuatan koding (coding system), proses pembuatan daftar kode dengan
diskripsi singkatnya. Kode-kode ini akan digunakan sebagai label pada data
yang relevan, dengan sistem kode ini peneliti akan dapat memilah-milah dan
menggolong-golongkan data yang banyak jumlah dan variasinya;

4. Kategori data, menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep

kata kunci dalam suatu besaran yang dinamakan kategori;
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5. Penyimpulan sementara dan observer’s commennst (OC), penyimpulan
sementara dilakukan tanpa ada campur aduk dengan pikiran dan penafsiran
peneliti. Penyimpulan sementara 100% berdasarkan data hasil penelitian.
(OC) merupakan catatan pendapat atau reaksi dari peneliti terhadap
kesimpulan sementara atau data dari lapangan;

6. Triangulasi, proses check and recheck antara satu sumber data dengan sumber
data lainnya, dengan demikian dalam proses ini ada beberapa kemungkinan
dapat terjadi, pertama, satu sumber cocok (senada, koheren) dengan sumber
lain. Kedua, satu sumber data berbeda dengan dari sumbet lain tetapi tidak
harus berarti bertentangan. Ketiga, satu sumber-beftentangan 180 derajat
dengan sumber lain;

7. Penyimpulan akhir, penyimpulan akhir diambil ketika sudah dirasa bahwa data
sudah cukup dan jenuh (saturgsed)-dan setiap penambahan data baru hanya

berarti ketumpangtindihan (redundant).
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Implementasi kebijakan pembentukan organisasi pada KPHP Model Berau
Barat merupakan tahapan lanjutan dari penetapan Wilayah KPH Kabupaten
Berau dan penetapan KPHP Model Berau Barat. Implementasi Kebijakan
Pembentukan organisasi pada KPHP Model Berau Barat dilaksanakan dengan
beberapa kegiatan yaitu : sosialisasi kebijakan, penyarnpaian telaahan staf
dari instansi terkait, pertemuan dan rapat Tim ‘Teknis Kelembagaan serta
koordinasi dan konsultasi kelembagaan: Kéebijakan bentuk organisasi KPHP
Model Berau Barat ditetapkan secara bertahap yaitu dengan pembentukan
UPTD pada Dinas Kehutana~ Kabupaten Berau sebagai persiapan
pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat dalam bentuk SKPD
sebagaimana dij¢laskan” dalam Peraturan Bupati Nomor : 53 Tahun 2011
Tentang Pembertukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan produksi (KPHP) Berau Barat Pada Dinas
Kehutanan. Dengan demikian meskipun dari aspek kebijakan organisasi KPH
bentuk organisasi KPHP Model Berau Barat tersebut belum sesuai dengan
Peraturan Meﬂteﬁ Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan
Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi di Daerah, akan tetapi dari aspek
proses penataan kelembagaan kebijakan yang dimbil oleh Pemerintah

Kabupaten Berau sudah tepat.
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2. Faktor-faktor yang memepengaruhi proses implementasi kebijakan
pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat adalah faktor komunikasi,
faktor sumber daya dan faktor birokrasi. Faktor komunikasi meliputi adanya
ketidakjelasan dan inkonsistensi dari kebijakan pembentukan organisasi KPH,
pelaksanaan komunikasi tidak pada pengambil kebijakan, koordinasi antara
lembaga belum maksimal sehingga komunikasi tidak berjalan dengan efektif.
Faktor sumber daya yang berpengaruh adalah keberadaan staf yang masih
terbatas, dan pendanaan masih terbatas. Faktor birokrasi meliputi
pertimbangan pembangunan KPH sebagai SKPD, memerlukan waktu dan
pendaan karena perlu proses penyusuhan PERDA, penyusunan naskah
akademik, sementara SOP pembuatan“daskah akademik dan penataan

kelembagaan lain belum ada.

B. Saran

1. Secara teoritis, dalanrimplementasi kebijakan pembentukan organisasi KPH
disarankan ‘périutiya dilakukan komunikasi yang efektif yang melibatkan
pihak-pihak yang pengambil keputusan, perlu dipersiapkan sumber daya baik
sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun pendanaan. Serta perlu
dipersiapkan kejelasan birokrasi yang meliputi SOP kegiatan, kejelasan tata
hubungan antara organisasi terkait serta tata waktu pelaksanaan kegiatan

2. Secara praktis, dalam rangka mempercepat pembangunan organisasi KPH
maka disarankan beberap hal sebagai berkut :
a. Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2007 Jo PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
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Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan khususnya pasal 8
terkait kewenangan Pembentukan Organisasi KPH agar selaras dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah.

b. Perlu disusun NSPK Bentuk Organisasi tipe A dan B sebagaimana diatur
dalam Permendagri nomor 61 Tahun 2010 sebagai acuan bagi Pemerintah
Daerah dalam Pembentukan Organisasi KPH.

c. Perlu dilakukan komunikasi secara khusus terkait pembentukan organisasi
KPH oleh Kementrian Dalam Negeri dan dilaksanakan pejabat yang
setara dengan pengambil keputusan di Dagrah,

d. Perlu melibatkan Bagian Organisa$i ‘Setda Berau dalam pembahasan-
pembahasan Pembangunan KPH secara utuh, tidak hanya terkait
pembanguan kelembagaan ~intuk menghindari perbedaan persepsi
terhadap substansi KPH

e. Dalam rangkd per¢épatan pembentukan KPH dalam bentuk SKPD, maka
perlu_ dilakdkan pembuatan naskah Akademik dan memasukkan

rencanapembentukan organisasi dalam proses legislasi daerah (Prolegda) .

5
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B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang nomor : 41 Fahun'1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah No{_6~T'ahlun 2007 jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun
2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan

Peraturan Pemerintah’™Nomor : 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Antara
Pemerintahan,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Peraturan®\Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-11/2009 tentang Pembentukan
Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.649/Menhut-11/2010, Tanggal 22
November 2010 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi Model Berau Barat di Kabupaten Berau Kalimantan Timur.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.41/Menhut-11/2011 Tentang Standarisasi
Fasilitasi Sarana dan prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model
dan Kesatuan Hutan Produksi Model.

Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor : P.41/Menhut-11/2011 Tentang
Standarisasi Fasilitasi Sarana dan Prasara Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung Model dan Kesatuan Hutan Produksi Model
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Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor : P.41/Menhut-11/2011 Tentang
Standarisasi Fasilitasi Sarana dan Prasara Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung Model dan Kesatuan Hutan Produksi Model

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-1I/2011 tentang Kompetensi
Teknis Bidang Kehutanan Pada KPHL dan KPHP.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 674/Menhut-1I/2011 Tentang
Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan
Timur

Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor: P.5/VII-WP3H/2012 tentang
Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2011 Tentang Pembentukati©rganisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
Model Berau Barat pada Dinas Kehutanan kabupaten Berau.

C. Dokumen-Dokumen

Berau Dalam Angka Tahun 2012, Kabupaten Berau, Badan Pusat Statistik
Kabupaten Berau

Rencana Strategi (Renstra) Kemeririan' Kehutanan Tahun 2010-2014, Jakrta,
Kementerian Kehutanan

Rencana Pembangunan Jahgka  Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten Berau
Tahun 2011-2015,'Bappeda Berau.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kehutanan Kabupaten Berau Tahun 2011-2015,
Tanjung Redeb, Dinas Kehutanan Kabupaten Berau

Rencana Pengelalaan KPHP Model Berau Barat Tahun 2012-2022, Tanjung
Redeb, \Dinas Kehutanan Kabupaten Berau.
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Lampiran 1. Pedoman Pengumpulan Data dan Wawancara
PEDOMAN PENGUMPULAN DATA DAN WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama

Jabatan

Tanggal Diskusi
Tempat

9. Gambaran Umum Kabupaten Berau (data Sekunder)
a. Gambaran Umum Institusi Pengurusan Hutan Kabupaten Berau (data
Sekunder/observasi)
b. Strategi Penataan Kelembagaan Organisasi Kabupaten Berau (Bagian
Organisasi Setda Berau)
¢. Pendekatan dalam penataan organisasi daerah Kabupaten Berau
10. Implementasi Kebijakan Pembentukan Organisasi ~Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH) di Kabupaten Berau (Suimber utama Dinas Kehutanan
Kabupaten Berau)
a. Bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan organisasi
KPHP Model Berau Barat
b. Bagaimana realisasi kebijakan_ pembangunan KPH di Kabupaten Berau ?
Proses Implementasi Kebijakan Pembentukan organisasi pada KPHP
Model Berau Barat,{terutama terkait dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi di Dderah
c. Siapa saja‘pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut ?
11. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh
a. Faktor Komunikasi (Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan ? Siapa
yanig melakukannya, Permasalahan komunikasi (kejelasan, konsistensi
dan transmisi), Siapa saja yang terlibat dalam proses*komunikasi ?
b. Faktor Sumberdaya (Bagaimana keberadaan SDM pelaksana ? Bagaimana
pendanaan ?
c. Faktor Birokrasi (Bagaimana kejelasan SOP ? Bagaiman prasyarat
pelaksanaanya ? Bagaimana tata hubungan kerjanya ?
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Lampiran 2. Transkrif Hasil Wawancara

TRANSKRIF HASIL WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama/Inisial : DP

Jabatan : Kepala Sub Bagian Anforjab dan Kelembagaan
Bagian organisasi Setda Berau
(PIt. Kabag Organisasi)

Tanggal diskusi : 26 Pebruri 2013

Tempat : Berau

Secara umum bisakah diceritakan bagaimana penataan kelembagaan di
Kabupaten Berau ?

Strategi yang dipergunakan Pemerintah Kabupaten Berau dalam penataan
organisasi terdiri dari dua pendekatan yaitu : pendekatan scoring dan perumpunan
organisasi sebagaimana diatur dalam PP 41 tahun 2007 *Fentang Organisasi
Perangkat Daerah (bisa dilihat di presentasi )

Apa hubungannya dengan Pembentukan kelembagaan KPHP Model Berau
Barat

Hubungannya sangat erat karena terkaitsdergan” apakah kita bisa menambah
organisasi atau tidak. Kehutanan adalali jorusan pilihan sehingga proses
pembentukannya harus betul-betul dipertimbangkan karena sudah ada Dinas
Kehutanan

Kita Ketahui bahwa sudah ada Peraturan tentang petunjuk pembentukan
organisasi KPH, yang mengamanatkan SKPD akan tetapi yang dibentuk
adalah UPTD bagaimdpa-prosesnya ?

Prosesnya panjang/” yang pertama adalah sosialisasi yang dilaksanakan di
Samarinda dan Berau, oleh Kementerian Kehutanan. Kemudian ada telaan dari
Dinas Kehutanan'dan Bagian Organisasi (Dapat dilihat dokumennya), setelah itu
Bagian organisasi melakukan orientasi dan konsultasi ke Bagian organisasi
Provinsi.(hasilnya dapat dilihat dalam laporan). Untuk Selanjutnya dilakukan
beberapa, pertemuan dengan tim teknis untuk menentukan bentuk kelembagaan
dan akhirnya disepakati.dibentuk terlebih dahulu UPTD dan kemudian dievalusi
setelah satu tahun.

Siapa saja yang ikut dalam pertemuan tersebut ?

“Peserta rapat dalam pertemuan pembahasan bentuk organisasi KPHP Model
Berau Barat adalah Asisten Adminidtrasi Umum, Asisten Pembangunan dan
Perekonomian, Inspektorat Kabupaten Berau, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala
DPPKK Kabupaten Berau, Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan, Kepala
Bapedda dan Kepala Bagian Hukum”

Pertimbangannya apa pak dalam menentukan bentuk organisasi KPH?
Beberapa pertimbangan yag disampaikan adalah Pembagian tugas dengan dinas
kehutanan, kewenangan dan tumpang tindih dengan kehutanan, karena belum
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paham apa itu kph, dasar telaan Permendagri pemahaman ortal tugas antara kph
sama dengan Dinas Kehutanan, akan ada tugas atau kantor yang akan terbentuk.
Ada keterbatasan SDM pada Organisasi Jumlah staf Sub Bagian Anforjab dan
Kelembagaan Biro organisasi Setda Berau hanya 4 (empat) orang yang harus
mengerjakan semua pekerjaan termasuk persiapan pembentukan organisasi baru
dan anlisis jabatan semua SKPD yang ada di Kabupaten Berau sehingga terasa
sangat kurang.

Permasalahan lain ?

Belum ada SOP pembuatan kelembagaan baru dan naskah akademik,
pembentukan kelembagaan selama ini hanya dengan copy paste, demikian analisis
jabatan juga belum ada. Naskah akademik harusnya yang membuat adalah bagian
organisasi dengan bahan dari Dinas Kehutanan. Waktu juga bermasalah karena
anggaran sudah akan diluncurkan dari Kementerian Kehutanan untuk sarana dan
prasarana, sementara perda harus prolegda dan harus dibvat analisasi-analisis
sehingga waktunya tidak akan cukup. Juga ada surat dari Kementerian kehutanan
untuk sementara bisa dibentuk UPTD.

Di Kabupaten Berau masih ada Dinas Kehutanan” dan UPTD Provinsi
(Dipertanyakan asisten II) yang melakukan kegiatdn yang sama. Perda kita adalah
Kelompok, jika dibentuk SKPD baru maka tupOksi dinas juga harus dirubah dan
hubungan dengan UPTD Provinsi harus dipeftegas.

Sosialisasi tidak pernah dihadiri oleh Sekda; hanya asisten 1I, laporan sosialisasi
ke Sekda juga tidak ada, komunikasi selama ini paling banter dengan Asisten 2.
Tahun ini ada beberapa lembaga yang akan dinaikkan kelembagaannya termasuk
KPH untuk dinaikkan kelembagaannya.

Sarana prasarana bagaimana? apakah sarana dan prsarana untuk kegiatan
ada masalah ?

Tidak ada masalah, Sarana dan prasarana untuk melakukan aktifitas sehari-hari
pada bagian organisasi’sudah cukup memadai.
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Kesimpulan Hail Wawancara :

1 Dalam Pemebentukan Organisasi Pemerintah kabupaten menggunakan

pendekatan Soring dan Perumpunan dengan mempertimbangkan urusan
. wajib dan pilihan.

2. Proses Implementasi Permendagri Nomor 61 Tahun 2010 terkait
Pembentukan Organisasi KPHP Model Berau Barat, melalui beberapa
Kegiatan yaitu Sosialisasi, Penyampaian Telaan, konsultasi, rapat-rapat
dan Penetapan

3. Faktor-Faktor yang menjadi Pertimbangan
a. Komunikasi belum berjalan dengan baik karena ketidakjelasan tugas

dan fungsi KPH DENGAN Dinas kehutanan, sosialisasi belum maksimal,
tidak dihadiri oleh pejabat (Bupati/Sekda), konsistensi peraturan karena
adanya surat yang menyarankan boleh dibentuk UPTD dulu.

8

b. Sumberdaya terbatas baik untuk pelaksana kegiatan maupun untuk

kelembaganaan KPH, Pendanaan belum dianggarkarysementara sarana
dan prasarana tidak ada masalah.

c. Faktor Birokrasi antara lain belum . adas SOP Pembentukan:

kelembagaan, Belum ada naskah akademik, proseés pemebentukan SKPD
memerlukanan waktu pan]ang
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IDENTITAS INFORMAN

Nama/Inisial : M AH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Laksana
Bagian organisasi Setda Berau.

Tanggal diskusi : 7 Mei 2013

Tempat : Berau

Apakah Bapak pernah terlibat dalam pembahasan organisasi KPH ?
Tidak Pernah dilibatkan, seharusnya saya terlibat karena juga ada hubungannya
dengan ketatalaksanaan.

Masalah organisasi KPH masuk bidang apa ?
Masuk kerjaan bidang Anforjab, kalau di bidang saya terkait dengan
ketatalaksanaan, seperti SOP dan lain-lain

Apakah sudah ada SOP pembentukan kelembagaan ?
Sampai saat ini belum ada, tapi sudah ada disiapkan belum di tétapkan.

Menurut bapak masalah dengan pemebentukan kelembagaan KPH ?

Setiap pembentukan kelembagaan harus ada-evaluasi. kewenangan Kehutanan
akan diserahkan kepada daerah, maka bentul’Kelembagaannya juga diserahkan
kepada daerah. Daerah mempunyai pettithbarigan-pertimbangan, karena KPH
dibentuk dengan Perda maka kita juga harus merubah Perda kelembagaan
sebelumnya karena harus ada pefubahan tupoksi dan SOP tata laksananya.
Pembentukan UPTD merupakan_proses awal (diternakkan) kemudian dilakukan
evaluasi. Jika dalam bentuk UPTD ada kegiatan-kegiatan pokok yang tidak bisa
dilaksanakan maka harus sekomendasikan perubahan untuk pembentukan SKPD
Baru. Karena tugas dan_fungsinya selama ini masih dilaksanakan oleh Dinas
Kehutanan Kabupatery Berau. Pembentukan kelembagaan harus ada evaluasi
kelembagaan.

Berapa lama prosesnya kemudian dilakukan evaluasi ?

Setidaknya ‘dilihat dalam waktu minimal 2 tahun, kemudian dilakukan evalusi dan
pengkajian, kelembagaan. Kemudian perlu dilakukan koordinasi dengan Provinsi
untuk'disclaraskan dan mendapatkan pertimbangan.

Sarana prasarana bagaimana? apakah sarana dan prsarana untuk kegiatan
ada masalah ?

Tidak ada masalah, Sarana dan prasarana untuk melakukan aktifitas sehari-hari
cukup aja. "

Sumber Daya Manusia bagaimana apakah menjadi pertimbangan ?

Ya pasti, menurut aku sumber daya yang ada di Bagian organisasi masih kurang
demikian juga yang ada di Kehutanan.
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Dalam pembentukan organisasi perangkat daerah perlu ada Naskah
Akademik. Apakah sudah ada SOP tentang Pembuatan Kelembagaan Baru ?
Belum ada (atau belum dibakukan), karena tidak ada kriteria pembentukan
naskah akademik. Yang penting ada kajian tentang pertimbangan pembentukan
lembaga

Kesimpulan Hasil Wawancara

- Pertimbangan dalam Implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPHP
- Model Berau Barat adalah :
. 1. Faktor komunikasi : .
KPH merupakan Kepentingan Kemeterian Kehutanan bukan keinginan
' daerah (Resentralisasi)
- 2. Faktor SDM
- a. Keterbatasan SDM
b. Belum ada Analisis Jabatan pada Pemerintah kabupaten Berau
. 3. Faktor Birokrasi
- 4. Belum ada Naskah Akademik
a. Birokrasi Panjang jika SKPD Karenda\harus ada perubahan Perda
terkait dengan kewenangan dengan Dinas.Kehutanan Kabupaten Berau.
b. Belum ada SOP Naskah Akademik dan Pembentukan Organisasi Baru.
c. Pembentukan UPTD  merspakarni” proses awal pembentukan
kelembagaan, jika ada tugas. penting yang tidak bisa dilaksanakan maka
perlu di evaluasi dan dikaji-tiniyk SKPD setelah 2 tahun berjalan.
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TRANSKRIF HASIL. WAWANCARA :

IDENTITAS INFORMAN

Nama/Inisial : AY

Jabatan : Kasubbag Standar Design Kelembagaan Biro Organisasi
Pemprov Kaltim

Tanggal diskusi : 27 Maret 2013

Tempat : Samarinda

Apakah Bapak Pernah Mendengar Kebijakan Kelembagaan KPH ?

Ya. Saya sudah tau tentang kebijakan kelembagaan KPH, terutama terkait dengan
pembentukan organisasi KPH, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri
nomor 61 Tahun 2010, akan tetapi sampai saat ini saya belum terlalu tau
perbedaannya dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan.

Apakah dalam pembentukan Organisasi di setiap daerah perlu konsultasi
dengan Biro Organisasi Provinsi Kaltim ?

Ya, pada dasarnya setiap pembentukan organisasi |baru,” biasanya bagian
organisasi daerah melakukan konsultasi dengan kami: Dalam kontek konsultasi
tersebut biasanya kami melakukan “ pemberiamypedoman, arahan, bimbingan
teknis dan kerjasama, serta memonitoring dan.eyafussi terhadap penyusunan dan
pelaksanaan peraturan daerah tentang organisasidan kerja SKPD. ,
Terkait dengan pembentukan Organisasi KPH, Apakah ada pemerintah Kabupaten
Berau melaukan konsultasi dengan Bird Organisasi ?

Ya, Pernah, Bapak David dari Bagian Organisasi Daerah.

Bagaimana arahan yang disamapikan terkait pembangunan lembaga KPH
tersebut ?

Pada dasarnnya, kita sangat'mendukung pembentukan KPH, akan tetapi karena
belum jelasnya pemiSahari‘tugas dan Fungsi KPH dengan Dinas Kehutanan
Kabupaten serta/peffimbangan Birokrasi, maka disarankan untuk sementara
dibentuk saja \dulu/dalam bentuk UPTD, kemudian di evaluasi dan bisa
dipertimbangkan\di‘bentuk organisasi sendiri.

Secara'proses menurut bapak seberapa besar perbedaan pembetukan UPTD
dengan SKPD sendiri.? '

Sangat “jauh perbedaanya. kalau UPTD langsung saja di bentuk di tempelkan
pada Dinas kehuanan melalui Peraturan Bupati. Sedangkan Pembentkan SKPD
sendiri harus melalui beberapa proses yaitu Harus ada analisis melalui naskah
akademik, Persetujuan Gubernur dan Mendagri, Prolegda (Pembahasan dan
persetujuan DPRD), Dengan demikian memerlukan waktu dan harus dianggarkan
secara khusus, baik proses naskah akademik dan konsultasi maupun proses yang
akan di lalui di DPRD. Setelah semua proses dilalui baru di Perdakan.
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Menurut bapak apakah sosialisasi kebijakan kelembagaan KPH sudah
cukup jelas sebagaimana mestinya ?

Sampai saat ini, menurut saya belum terlalu jelas, yang hadir dalam kegiatan
sosialisasi biasanya bapak MN (bagian Perlengkapan sekarang/dulu Kabag
Kelembagaan), akan tetapi hasilnya tidak pernah disampaikan /di buat telaan staf
ke atasan atau disosialisasikan ke bawah, stop pada beliau sehingga kita juga tidak
terlalu jelas.Yang aneh lagi, ada surat edaran dari Gubernur untuk mendorong
pembetukan organisasi KPH yang di dorong oleh Dinas Kehutanan Provinsi
Kaltim, tidak melalui Biro Organisasi tetapi melalui Biro Ekonomi.

Kesimpulan Hasil Wawancara

. Pertimbangan dalam Implementasi kebijakan KPH adalah
- 1. Faktor Komunikasi
. a. Ketidakjelasan Perbedaan Tugas dan Fungsi KPH dengan Dinas
Kehutanan Kabupaten Berau
b. Sosialisasi Kebijakan KPH belum berjalan dengan bdik,
c. Tindak lanjut hasil sosiaisasi tidak ada

2. Faktor Birokrasi
. a Setiap pembentukan kelembagaan< perlu’ ada naskah akademik,

persetujuan Gubernur dan Kementérian‘Dalam Negeri ‘

b. Birokrasi Pembentukan SKPD. ydng relatif lebih panjang jika
dibandingkan dengan UPTD karéna harus ada naskah akademik,
Persetujuan Mendagri melaldi Gubernur. :

c. Pada Dasarnya yang di\sampaikan sejalan dengan keterangan Bagian '
Organisasi Kabupatén Berau
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TRANSKRIF HASIL WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama/Inisial : MN

Jabatan : Kabag Kelembagaan Biro Organisasi
Pemprov. Kaltim

Tanggal diskusi : 27 Maret 2013

Tempat : Samarinda

Apakah Bapak Pernah Mendengar Kebijakan Kelembagaan KPH ?

Iya , Beberapa waktu yang lalu ada pihak Kemendagri datang membicarakan
masalah kebjakan Permendagri 61 tahun 2010 tersebut dilahirkan , yang
difasilitasi oleh Kementerian Kehutanan, untuk membagi wilayah kerja tentang
KPH, kemarin sempat saya usulkan kenapa tidak mengoptimalkan UPTD saja
yang sudah ada padahal tugasnyakan sama saja, jangan lagi membentuk unit kerja
yang fungsinya sama saja,

Kenapa pilihannya UPTD ?

Dalam Permendagri kan SKPD sendiri, di provinsi barussaja usulannya. Usulan
saya adalah UPTD yang dilebur, karena UPTDadalah unit pelaksana teknis,
sekarang disebut unit pelaksana teknis dalam, perubahan PP 41, bertanggung
jawab kepada daerah

Menurut Bapak Sosialisasinya sudah cukupkah ?

mana cukuplah, saya baru mengikuti satd, kalau saya belum memahami betul
pemaknaan dari pembetukan .. organisasi tersebut, didaerahkan ada Dinas
Kehutanan, kenapa tidak fungsinya saja yang diserahkan kepada Dinas Kehutanan.
intinyakan kewenangan,« penyerahan kewenangan harus diikuti dengan
pembiayaan.

Apakah ada telxahén Kepada Gubernur terkait hasil sosialisasi kebijakan
Permendagri nomor’61 tahun 2010 tersebut ?

Tidak ada, <Karena belum ada karena baru itu saja yang disampaikan, saya
berontak_dan berkelai dengan pemerintah daerah. padahal harus ada persetujuan
dengan\Gubernur kalau pembentukan organisasi baru. Kalau pembentukan
organisasi ‘barukan harus ada pertimbangan sebagaimana PP 41 tahun 2007,
seperti jumlah penduduk, luas wilayah dst, sementara Permendagri 61 Kujuk-
kujuk datang untuk menguatkan kewenangan Kehutanan/pusat yang ada di daerah
hanya saja kita diberikewenagan untuk membagi wilayah.

Apakah Bapak melihat ada kepentingan pusat ?

Ya, kalau tidak ada kementerian pusat ngapain dia menghabiskan uang sosialisasi
hanya untuk permendagri, dengan permendagri karena jika bersifat vertikal
Kehutanan tidak kuat, karena kewenangan Kehutanan adalah bersifat concuren
yang dilakukan bersama-sama, antara pusat , daerah. dengan demikian pembagian
urusan dibatasi oleh kewenangan dan wilayah, ini harus jelas.
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Dari sisi Birokrasi dalam pembetukan antara UPTD dan SKPD sendiri ?
UPTD memang merupakan ujung tombak, jika tidak dapat dilaksanakan oleh
Dinas maka dapat dilaksanakan dengan UPTD, kami di provinsi dulu UPTD
Kehutanan dibagi dengan wilayah kerja karena ruang lingkup pekerjaan dan
penanganan sama dalam rangka efektif kerja organisasi, misalnya diwilayah utara
ada di berau dan tarakan karena jenis pekerjaanya sama, sekalian untuk mengukur
beban kerja.

Pernah baca kebijakannya tersebut ?

Pernah, Saya langsung protes kebijakan tersebut, tiba2 turun tanpa ada pertemuan
dengan pemerintah kabupaten/kota, bersifat top down, bukan bottom up. Biasanya
sebelum melakukan harus mengambil keputusan harus di diskusikan dengan
daerah apakah bisa dilaksanakan atau tidak.

Tupoksi apa yang dikerjakan oleh UPTD sama dengan apa yang akan dikerjakan
oleh KPH, Cuma dia tidak punya wilayah, tuganya sama saja, Cuma dulu tidak
pernah ditetapkan wilayah yang akan dikelola.

Dibentuk katanya untuk penguatan kelembagaan daerah; harus dipegang
prinsipnya, harus jelas dulu kewenagan yang diserahkan dan harus jelas
pemabagian antara KPH dengan Dinas Kehutanan:

Risalah Kemunculan Permendagri tidak bisd& saya ceritakan, merupakan
kepentingan politik

“jtu murni merupakan Kementerian Kehutanan bukan kepentingan/keinginan
daerah, karena Berdasarkan PP 41 tahun 2010, pembinaan organisasi perangkat
daerah oleh Mendagri, maka dipergunakan tangan Mendagri, karena yang diikuti
daerah adalah Mendagri.”

Kesimpulan Hasil Wawancara

Pertimbangan dalawImplementasi kebijakan KPH adalah

1. Ketidakjelasan “Perbedaan Tugas dan Fungsi KPH dengan Dinas
KehutananKabypaten Berau (Belum jelas pembagiannya)

2. Sosialisasi Kebijakan KPH belum berjalan dengan baik.

3. KPH ‘merupakan Kepentingan Kemeterian Kehutanan bukan keinginan
daerah (Resentralisasi)
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TRANSKRIF HASIL WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN
Nama/Inisial : SK
Jabatan : Asisten II /Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Setda Berau
(P1t. Kepala Dinas Kehutanan Kehutanan)
Tanggal diskusi : 2 Mei 2013
Tempat : Berau

Menurut Bapak Apakah KPH dibutuhkan Pemerintah kabupaten Berau ?
Menurut saya dibutuhkan karena kedepannya pengelolaan dan berbagai
permasalahan terkait dengan Kehutanan seharusnya dilaksanakan oleh KPH.

Sekarangkan sudah ada Permendagri 61 Tahun 2010 yang mengatur tentang
bentuk kelembagaan, apakah sudah ada sosialisasinya ?
Sudah ada dilaksanakan di Samarinda dan kabupaten Berau

Apakah menurut bapak sosialisasinya sudah cukup jelas?

Secara substansi jelas karena yang di sampikan_adalah’isi peraturan, akan tetapi
seharusnya yang menyampaikan tersebut adalahipejabat dari Menteri Dalam
Negeri yang mendengarkan adalah Sekda dan Bupati. Ini yang melaksanakan
justru Kementrian kehutanan. Dalam ssosialisasi tersebut Kementrian Dalam
Negeri juga tidak secara tegas harus dibentuk SKPD sendiri karena yang hadir
bukan pejabat melainkan hanya esséion IV

Apa pertimbangan daerah/membentuk UPTD bukan SKPD sebagaimana
yang diamanatkan dalanmy Permendagri Nomor 61 Tahun 2010 ?

Proses diskusinya agaK panjang, awalnya ada telaan dari Dinas Kehutanan
menyampaikan Permiéndagri no 61 Tahun 2010 kepada Bupati kemudian
didisposisi ke Bagian organisasi. Lalu ortal membuat telaahan, kemudian
dirapatkan. Dalam_xrapat tersebut terjadi perbedaan pendapat tentang bentuk
organisasi, «kemudian disepakati dibentuk UPTD setahun kemudian akan
dievaluasi untuk-dipertimbangkan menjadi SKPD. Beberapa alasannya adalah ada
tumpang,tindih tupoksi dengan Dinas Kehutanan, sarana prasarana belum tersedia
karenabani mau bantu oleh Kementerian Kehutanan. SDM juga belum dipetakan,
karena dinas juga kekuarangan SDM. Selain itu juga mempertimbangkan surat
dari Kementerian Kehutanan untuk sementara dapat berbentuk UPTD. Dilain
pihak pembentuk SKPD perlu proses yang panjang karena harus ada kajian
(naskah akademik), perstujuan Mendagri dan sampai ke DPRD prosesnya
sehingga perlu penganggaran khusus.

Pernakah secara khusus bapak berkomuniasi dengan Bupati atau Sekda
terkait pemebntukan KPH ?

Nda pemah karena prosesnya cepat, karena kita harus membentuk untuk
mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari Kementerian yang akan
dianggarkan tahun 2012.
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Menurut bapak perlukah dilakukan komunikasi secara langsung dengan
Bupati atau Sekda ?

Seharusnya pihak dari Mendagri melakukan hal tersebut, karena ini keputusan
penting dan belum terlalu jelas permasalahannya.

Siapa saja yang paling berperan dalam proses pembentukan organisasi
KPH ?

Yang paling berperan adalah Bagian organisasi dan Kehutanan. Karena semua
proses pembentukan lembaga baru tergantung kajian dari bagian organisasi dan
secara substansi dibantu oleh Dinas Kehutanan.

Bagaimana dengan kesiapan SDM dan Sarana Prasarana Pak ? apakah
sudah ada analisis kebutuhannya ?

Meskipun kita belum pernah melakukan analisis jabatan, pada saat ini jumlah
sumberdaya manusia pada Dinas Kehutanan terasa masih sangat kurang jika
dibandingkan beban kerja yang harus dilaksanakan oleh Dinas-Kehutanan. Jelas
SDM kurang untuk pemenuhan kebutuhan KPH.

Masalah Sarana dan prasarana juga belum siap, Cuma tidak masalah karena kita
akan mendapatkan bantuan lewat APBN.

Bagaimana dengan kesiapan SDM dan Sarana Prasarana dalam proses
pembentukan kelembagaan ?

Sebenarnya di Dinas Kehutanan nda ‘ada‘masalah karena yang berperan
pentingkan adalah Bagian organisaSi. Setda Berau, saya fikir dalam proses
pemebentukan kitakan lebih banyak memberikan masukan teknis Kehutanan saja,
masalah kelembagaan dan prosésnya dilaksanakan oleh Bagian Organisasi.

Dalam rangka percpatan pembangunan kelembagaan KPHP sesuai dengan
yang diharapkan, apd yang harus dilakukan ?

Perlu ada peraturari sécara khusus yang mengatur kewenangan KPH seringkat
Peraturan Pemerintab”sehingga jelas bedanya dengan Dinas Kehutanan atau
Kementrian Keéhutanan., Penyiapan SDM untuk mengisi KPH, Kalau KPHP
Model Berau. Barat mau dibentuk SKPD harus dianggarkan untuk naskah
akademik dan Kegiatan di DPR, Rasanya dalam Permendagri juga ada tipe A dan
B, itu jugaharus dipercepat NSPKnya.
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Kesimpulan Hasil Wawancara

1. Proses Implementasi Kebijakan Pembentukan Organisasi melalui Kegiatan
sosialisasi, telaan, pertemuan-pertemuan. Yang paling berperan adalah
bagian Organisasi Setda Berau dan Dinas Kehutanan
a. Pertimbangan dalam Implementasi kebijakan KPH adalah |
b. Faktor Komunikasi yang belum maksimal sehingga ada ketidakjelasan

Perbedaan Tugas dan Fungsi KPH dengan Dinas Kehutanan Kabupaten
Berau, pelaksanan sosialisasi seharusnya Kementerian Dalam Negeri
Bukan Kementerian Kehutanan, komunikasi tidak sampai ke Bupati
secara langsung. '
. c. Faktor Sumber daya, pertimbangan kesiapan SDM dan Pendanaan !
. d. Faktor Birokrasi, Pembentukan SKPD yang relatif lebih panjang jika
x dibandingkan dengan UPTD :
. 2. Perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : ;
. a. Perlu ada peraturan secara khusus yang mengatur \kewenangan KPH |
setingkat Peraturan Pemerintah sehingga jelas bedanya dengan Dinas
Kehutanan atau Kementrian Kehutanan. ‘
b. Penyiapan SDM untuk mengisi KPH
Pembuatan Naskah Akademik
Struktur Tipe A dan B, itu juga harus dipercepat NSPKnya.

e
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TRANSKRIF HASIL. WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama/Inisial : MM

Jabatan . Kasi Perencanaan Hutan Dinas Kehutanan
Kabupaten. Berau

Tanggal diskusi : 3 April 2013

Tempat : Berau

Bisakah Diceritakan bagaimana Pembangunan KPH di Kabupaten Berau ?

Progres pembangunan KPH di Kabupaten Berau lumayan bagus. Penetapan
wilayah sudah ditetapkan dengan 4 wilayah KPH (Bisa dilihat dalam presentasi),
Pembentukan Organisasi sudah meskipun berbentuk UPTD, dalam rangka
penyiapan SDM sudah ada 2 orang diklat Kepala KPH dan 1 orang diklat
perencanaan KPH. Sarana dan prasarana dalam proses pengadaan dari
Kementerian Kehutanan, sedangkan Rencana pengelolaan melalui Kerjasama
KPHP Model Berau Barat, Universitas Mulawarman, GIZ Forclime dan Balai
Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda Kementerian
Kehutanan telah selesai disusun Draf Rencana Pengelolaan\KPHP Model Berau
Barat. dan sekarang dalam tahap sosilaisasi untuk-mendapatkan masukan dari
berbagai stakeholder yang kemudian akan disahkan ofek Kementerian Kehutanan

Bisakah diceritakan bagaiman proses pembéntukan kelembagaan -
kelembagaan KPH ?

Setelah Permendagri 61 Tahun 2010 ditertibkan, Dinas Kehutanan menyampaikan
telaan kepada Bupati Berau, yang.intinya menyampaikan isi permendagri dan
merekomendasikan pembentukati organisasi sesuai dengan permendagri tersebut.
Akan tetapi tidak serta mertasmendapat respon. Kemudian dari bupati diturunkan
ke Bagian Organisasi dan tata-laksana.

Keterlibatan dinas?
Dinas hanya bisd| themionitor, kita tidak bisa terlalu banyak intervensi juga.
Kecuali memberikan penjelasan tentang substansi KPH

Apkah ada sosialisasi sebelumnya ? )

Setelah di keluarkannya Peratuan Menteri Dalam Negeri, ada dua kali Sosialisasi
yang dilakukan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Berau. Yaitu yang
dilaksankan di Kantor Gubernur pada tanggal 31 oktober 2011 oleh-Balai
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda Dirjen Planologi
Kementerian Kehutanan dan Di Kabupaten Berau dan padatanggal 15 November
2011 bertempat diruang rapat Sangalaki Kantor Bupati Berau, pelaksana
kegiatanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda Dirjen
Planologi Kementerian Kehutanan.

Siapa saja yang menjadi narasumber pada pertemuan tersebut ?

Yang menjadi narasumber adalah Kementerian Kehutanan dan Kementerian
Dalam Negeri juga Bagian Organisasi untuk yang dilaksanakan di Berau

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



139
14/41480.pdf

Siapa saja yang hadir dalam pertemuan tersebut apakah bupati dan sekda
juga hadir ?

Untuk pertemuan yang dilaksanakan di Samarinda yang hadir dari Berau adalah
Bagian Organisasi dan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, sedangkan yang di
Kabupaten Berau Peserta yang hadir adalah Kepala Dinas Intansi Teknis yang
terkait beserta beberapa jajarannya ,Anggota DPRD komisi II. Bupati hanya
membuka acara selanjutnya keluar karena ada keperluan lain

Apakah pernah Dinas kehutanan secara khusus melakukan komunikasi
dengan Bupati Berau atau Sekda terkait dengan Bentuk Kelembagaan
KPH. ?

Tidak Pernah, kecuali penyampaian telaan staf.

Menurut Bapak Apakah Sosialisasi tersebut cukup memberikan kepastian
bentuk kelembagaan yang harus dibentuk ?

Menurut saya dalam beberapa sosilialisasi yang dikuti, Bagian organisasi
Kementerian Dalam Negeri tidak tegas dalam menjelaskan.bentuk organisasi KPH
yang harus dibentuk apakah SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesafuan‘Pengeloaan Hutan Produksi
di Daerah atau UPTD  Sebagaimana surat\Difjend. Planologi Kehutanan
Kementrian Kehutanan nomor :. S.1032/VIIZWP3H/2011 tanggal 9 September
2011. Permasalahan lain yang terkait sosialisasi adalah yang menyapaikan dari
Biro Organisasi Dalam Negeri hanya esselon IV sehingga para peserta tidak
terlalu respon terhadap apa yang disampaikan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 61 Tahun 2010
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung dan Kesatuan Péngelolaan Hutan Produksi di Daerah, bahwa
bentuk organisasi/KP¥ ‘adalah SKPD sendiri, akan tetapi Pemerintah
Kabupaten Berai telali membentuk KPH yaitu KPHP Model Berau Barat
dengan bentuk “organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas di bawah Dinas
Kehutanan-Merniurut Bapak apa pertimbangan Pemerintah Kabupaten
Berau ?

Permasalatian dalam mendorong pembentukan organisasi KPHP Model Berau
Barat dalam bentuk SKPD adalah NSPK Bentuk "Organisasi tipe A dan B
sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 61 Tahun 2010 belum ada.
Permasalahan lain adalah Adanya surat dari Kementerian Kehutanan yang
mengatakan dalam rangka percepatan pembangunan KPH dapat dibentuk UPTD
dulu. Kemudian faktor ketersediaan SDM serta Birokrasi yang panjang jika
dibentuk SKPD karena perlu penganggaran dan proses sampai di DPRD. Sampai
saat ini juga sebagian dari pejabat melihat tugas dan fungsi KPH sama dengan
Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan.
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Apakah Bagian organisasi sering dilibatkan dalam diskusi KPH ?

Baru-baru ini saja, sebelum ada Permendagri nomor 61 tahun 2010, Bagian
organisasi tidak pernah dilibatkan dalam diskusi atau pertemuan terkait
pembangunan KPH.

Dalam Proses pembentukan KPHP Model Berau Berat selama ini, siapa saja
yang terlibat mendorong pembentukan tersebut ?

Yang aktif mendorong adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, akan tetapi
masalah pembentukan organisasi adalah Keweanangan Bagian Organisasi,
sedangkan Dinas Kehutanan hanya menjelaskan substansi KPH

Apakah ada pertemuan dengan Bagian organisasi membahas tentang
Kelembagaan KPHP Model Berau Barat ?

Ya, pernah dua kali pertemuan, terjadi perbedaan pemahaman tentang bentuk
organisasi KPH, sehingga dengan berbagai pertimbangan sepeti yang telah
diesbutkan tadi kemudian disepakati dibentuk dulu UPTD, kemudian setelah 1
tahun dievaluasi dan dibentuk SKPD.

Bagaimana dengan SDM yang ada di Dinas Kehitanan Kabuaten Berau ?
dan KPHP Model Berau Barat

Ttu dia masalahnya, menurut saya staf Dinas Kehutanan kurang jika dibandingkan
beban kerja yang harus dilakukan..Untuk pemefnuban kebutuhan di KPHP Model
Berau Barat sudah pernah dilakukan permohonan staf ke BKPP namun sampai
sekarang belum ada realisasi. Sedangkan Distribusi staf ke KPHP Model Berau
Barat, Jumah personil yang didistribusikan kepada KPHP Model Berau Barat
masih sangat minim, baru 1 (satu) orang’ yaitu Kepala KPHP Model Berau Barat,
sedangkan jabatan dan staf « lain belum ada. Lambatnya distribusi tersebut
dikarenakan karena keterbatasan” Staf Dinas Kehutanan, sementara Analisis
jabatan terkait kebutuhar staf dan beban keja belum pernah dilakukan
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Kesimpulan Hasil Wawancara :

1. Progres pembangunan KPH di Kabupaten Berau lumayan bagus. Penetapan
wilayah sudah ditetapkan dengan 4 wilayah KPH (Bisa dilihat dalam
presentasi), Pembentukan Organisasi sudah meskipun berbentuk UPTD,
penyiapan SDM sudah ada 2 orang Diklat Kepala KPH dan 1 orang diklat
perencanaan KPH. Sarana dan prasarana dalam proses pengadaan dari
Kementerian Kehutanan, Rencana kelola sudah disusun dengan bantuan
Kementerian Kehutanan dan GIZ Forclime.

2. Proses Implementasi Permendagri Nomor 61 Tahun 2010 terkait .
Pembentukan Organisasi KPHP Model Berau Barat, melalui beberapa
Kegiatan yaitu Sosialisasi, Penyampaian Telaan, konsultasi, rapat-rapat dan

. Penetapan ' '
- 3. Faktor-Faktor yang menjadi Pertimbangan
. a. Komunikasi belum berjalan dengan baik karena ketidaljelasan perbedaan :
tugas dan fungsi KPH dengan Dinas Kehutanan , sosialisasi belim
maksimal, tidak dihadiri oleh pejabat (Bupati/Sekda), Peraturan ?
pembentukan organisasi KPH belum lengkap, konsistensi peraturan
karena adanya surat yang menyarankan boléh dibentuk UPTD dulu. :
Bagian Organisasi jarang dilibatkan sebelunviyg, tidak ada komunikasi
., langsung dengan Bupati/Sekda é
. b. Sumberdaya terbatas baik untuk pelaksand kegiatan maupun untuk |
? kelembagaan KPH, Pendanaan belum-dianggarkan, sementara sarana
dan prasarana tidak ada masalah. ﬁ
. c. Faktor Birokrasi antara lain belam ada SOP Pembentukan kelembagaan, |
% Belum ada Naskah akademik, proses pemebentukan SKPD memerlukanan
waktu panjang. :

Dokumen Penunjang yatg diefoleh dalam wawancara
1. Rensra Dinas Kehatarian Tahun 2011-2015

2. Telaan Staf Dinas Kehatanan Tekait KPH

3. Presentasi KPHP Model Berau Barat

4. DokumenRencana Kerja KPHP Model Berau Barat.
5. Surat Prmohonan Staf Ke BKPPP
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TRANSKRIF HASIL. WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama 1 ZA

Jabatan . Kabid Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi
Pegawai Badan Kepegawaian dan Pelatihan
Kabupaten Berau

Tanggal diskusi : April 2013

Tempat : Berau

Adakah data Tenaga Teknis yang berlatar belakang Kehutanan pak ?

Saya Mau klarifikasi Pak, Dinas Kehutanan pernah mengirim surat ke Bupati
tentang permintaan staf untuk KPHP Model Berau Barat, bagaimana
realisasinya pak ?

Ya betul ada suratnya akan tetapi pada Saat ini staf-staf yang dimohon masih
sangat dibutuhkan oleh instansi mereka masing-masing dan masih menjabat
pengelola keuangan dan adminitrasi sehingga belum dapat” secara langsung di
mutasi ke Instansi lain.

Kesimpulan Hasil Wawancara :

- Kabupaten Berau masih terbatas tenaga teknis Kehutanan dan tersebar pada
. beberapa instansi akan tetapi sulivuntuk di mutasi Ke KPHP Model Berau
i Barat karena masih diperlukdan |
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TRANSKRIF HASIL. WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Ar

Jabatan - Kepala Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan
Hutan Wilayah II  Direktorat = Wilayah
Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan
Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kehutanan
Kementerian kehutanan

Tanggal diskusi : 15 April 2013

Tempat : Jakarta

Selama ini, bapak melakukan kegiatan sosialisasi diberbgai daerah terkait
dengan kelembagaan KPH, Permendagi nomor 60 Tahun 2010, bagaimana
pengalaman bapak selama ini dan apa-apa saja kendalanya?

Kesulitan untuk membangun satker pada beberapa daerah, ada beberapa
pertanyaan dari daerah, pertama adalah quata, jika quota satkep~didarah sudah
cukup maka mereka ragu untuk membangun satker sendiri ‘alasannya karena
sudah ada dinas.

Sedangkan untuk organisasi lain, karena Kehutanan nierupakan urusan pilihan dan
sudah menjadi tupoksi Dinas Kehutanan sehingga‘hdrus merubah tupoksi, di
dalam PP 41 Tahun 2007 tidak disebut secara’langsung adanya KPH dalam
organisasi lain seperti Rumah Sakit.

Apa yang menyebabkan daerah berfikiran seperti itu ?

Menurut saya itu adalah alasan politk karena akan mendistribusi anggaran, kalau
menambah satker harus menambah anggaran diluar dinas dan seterusnya seperti
SDM, Struktur dan sarana prasarana. Terkadang daerah sudah membentengi untuk
tidak membentuk satker batu

Apakah sosilisasi ysng Sudah kita lakukan sekarang ini sudah efektif ?

Ttu dia masalahnya,{yang seharusnya aktif adalah Kementerian Dalam Negeri
karena sosilaisasi-tentang kelembagan yang didampingi oleh kita di Kementerian
Kehutanan .teratama oleh Biro perencanaan yang bisa lebih luas memahami
tupoksi KPH tidak oleh direktorat teknis seperti yang terjadi sekarang.
Permasalahan’ kedua adalah petugas yang melaksanakan sosialisasi , kalau
masalah kompetensi terkadang bisa diterima -oleh daerah, akan tetapi kalau
masalah kebijakan sulit untuk diterima, kalau yang sosialisasi adalah eselon II
mungkin masih bisa dipertimabangkan oleh daerah. tapi kalau yang lebih rendah
"akan masalah

Apakah yang hadir selama ini sudah pengambilan kebijakan ?

Di Kementerian sendiri ada permasalahan dengan SDM dalam mendorng KPH
karena hanya ditangani oleh esselon III. Sementara pak Dirktur harus menangani
4 bidang.

Sebenarnya tanggung jawab secara struktural penanganan KPH hanya esselon 111,
sechingga dibentuk Seknas. Padahal pembangunan KPH merupakan
tanggungjawab seluruh teknis di ~Kementerian Kehutanan. Sekarang sedang
dibangun seknas KPH, diharapkan merupakan lembaga yang kuat scbagai
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lembaga adhok, sudah ada SK nya tahun 2012, akan tetapi belum berjalan dengan
baik.

Sebenarnaya siapa saja yang bertanggung jawab KPH di kementerian ?
Pembangunan kehutanan akan dilaksanakan di KPH, artinya seluruh direktorat
teknis bertanggung jawab pembangunan KPH. Seluruh penggungan teknis dapat
diliat dari tupoksinya seperti tupoksi penggunaan artinya bagian penggunaan
kawasan harus terlibat di KPH, kemudian pemanfaatan yang kegiatannya terdiri
dari persiapan lahan, penanaman sampai pemanenan. Untuk penyiapan lahan yang
terlibat planologi, silvikultutnya BUK, kerusakan lahan RLPS, konservasi lahan
KSDH. Sementara sekarang yang mendorong baru planologi. Itu tergantung dari
kemauan politik Kementerian Kehutanan. Karena kalau ada KPH bagaimana
dengan UPT yang ada dilapangan.

Selama inikan kita masih melihat ada tumpang tindah kewenangan
bagaimana menurut bapak ?

Kalau kita lihat dilapangan dinas tidak melakukan kegiatan, teknis, hari perharinya
hanya supervisi kegiatan teknis. Misalnya rehabilitasi, mereka tidak melakukan
hari per hari. Jika ada KPH maka tidak perlu ada UPTD.

Biang utama permasalahan KPH adalah Peraturan, harua ada perbaikan Peraturan.
Permendagri 60 tahun 2010 juga tidak jelas)dtu tesiko karena KPH lahir
belakangan hingga belum tersosialisasi sehingga banyak tupoksi-tupoksi yang
seharusnya dilaksanakan oleh KPH tidak terakomodir dalam peraturan.

Bagaimana dengan edaran kementerisn yang menyarankan pembentukan
KPH bisa di mulai dengan pembentukan UPTD ?

Hal itu merupakan kebijakan, Karena kta kerja harus ada payung hukum, itu
merupakan arahan dari ( Kementerian Dalam Negeri karena banyaknya
permasalahan di daerah Jika-Sudah daerah menerima maka baru dibentuk SKPD
sendiri. Sebenarnya tidak.ada masalah KPH atau UPTD akan tetapi yang penting
ada yang mealaksahakar teknis. Adakah berita acara pertemuannya ?

Itu dilakukan pada-saat sosilaisasi yang mengundang Kementerian Dalam Negeri,
Berau tidak hadir Karena untuk agenda pembangunan KPH 2012, Sekda-Sekda
yang diundang tertentu. Ada pernyataan dari salah Sekda bahwa SKPD terlalu
sulit karena harus dengan Perda dan persetujuan DPRD.

Bagaimana dengan perubahan peraturan itu ?

Ada beberapa peraturan yang masih tidak sinkron terkait dengan kelembagaan
KPH, pada PP nomor 6 Tahun 2007, KPH adalah lembaga Daerah. Kemuadian
keluar PP 38 tahun 2007, bahwa KPH adalah institusi pusat, berdasarkan hal
tersebut, maka keluar pp nomor 3 tahun 2007 yang merubah PP 6 Tahun 2007,
sehingga KPH adalah kelembagaan pusat atau dibentuk oleh pusat. Hal ini
bertentangan dengan UU 32 dan PP 41 yang mengatakan bahwa KPH adalah
Kelembagaan Daerah.
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Dalam Permendagri 60 tahun 2010 kelembagaan KPH ada tipe A dan Tipe B
yang akan diatur lebih lanjut bagaimana menurut bapak ?

Ttu seharusnya diatur oleh kelembagaan teknis, kami belum mengagendakan hal
tersebut. Karena belum teragendakan. Kita sarankan untuk tipe A semua. Draf
Permenhut tentang Tipe A sudah disiapkan karena kompetensi kita kurang kita
kendorkan karena dianggap tidak mendesak. Yang kta dorong adalah
organisasinya apapun kalau sudah menghasilkan akan kita terima. Yang kita
pacuh adalah Permenhut tentang wilayah tertentu.

Siapa yang seharusnya melaksanakan sosialisai ?

Permendagri 61 lama sekali, yang menfasilitasi adalah Menpan. Prosesnya lama
sekali (3 thn) karena secara substansi, sekarang kan akan dilakukan perampingan
kelembagaan kita malah menambah. Akibat hal tersebut mengakibatkan
sosilaisasi yang kita lakukan adalah sulit .

Sosilisasi yang seharusnya yang melaksanakan Permendagri akan tetapi tidak
jalan karena hanya merupakan urusan pilihan sehingga bukan prieritas. Dan tidak
ada penganggaran  sosialisasi di Kemendagri. Begitu_'sosialisasi yang
melaksanakan adalah Kementerian Kehutanan maka di daerah tidak dianggap.
Karena pemahaman daerah atasannya adalah Kemendagri, Karena pemahaman
mereka jika mereka mengakomodir maka akan memtingkinkan Kementerian yang
lain juga melakukan hal yang sama. Sehipgga terkadang jadi masalah dan
menyulitkan proses sosilaisasi dlapangan.

Ada yang mengatakan bahwa ada yang melihat KPH resentralisasi ?

Dari Kementerian KPH adalah desentralisasi dari Kementerian Kehutanan, akan
tetapi Kementrian Kehutanan serdiri tidak serius, karena masih banyak peraturan
yang tidak dirubah. Sehingga ‘daerah'menganggap ini resentralisasi menurut saya
itu benar, karena dari bebefapa, direktorat masih melaksanakan kewenangan yang
seharusnya dilaksanakad olel-daerah dari keseriusan ini daerah tidak menganggap
KPH adalah Desentralisasi. Padahal dari segi kewenangan KPH adalah
desentralisasi ?. mobiliSasi peraturan KPH belum dilaksanakan dengan baik.
Selama ini kita belum dapat melihatkan bahwa KPH harus memberikan manfaat
bagi daerah.

Saran-saran bapak ?

Perlu inventarisasi peraturan yang belum mendukung, kemudian dilakukan
perubahan. Sosialisasi harus dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.
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Kesimpulan Hasil Wawancara

Falktor-Faktor yang berpengaruh dalam implementasi Permendagri Nomor 81

Tahun 2010 antara lain :

7. Komunikasi belum berjalan dengan baik karena ketidakjelasan perbedaan
tugas dan fungsi KPH dengan Dinas Kehutanan , sosialisasi belum
maksimal, Peraturan pembentukan organisasi KPH belum lengkap,
konsistensi peraturanan karena adanya surat yang menyarankan boleh
dibentuk UPTD dulu, seharusnya yang melaksanakan sosialisasi adalah
Kementerian Dalam Negeri. Daerah kurang menganggap jika sosialisasi
oleh Kementerian Kehutanan, adanya asumsi KPH adalah resentralisasi,
tumpang tindih peraturan. PP 41 tidak mengenal KPH ‘

. 8. Sumberdaya terbatas baik untuk pelaksana kegiatan maupun untuk

. kelembagaan KPH terbatas, Pendanaan sosialisasi tidak dianggarkan di
kementerian dalam Negeri karena bukan prioritas. Keterbatasan sarana .

. dan prasarana.

. 9. Faktor Birokrasi antara lain belum waktunya lama Jjika dibentuk SKPD
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TRANSKRIF HASIL WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Prof. Dr. Haryadi Katodibarjo
Jabatan : Dosen IPB

Tanggal diskusi : 28 Pebruri 2013

Tempat : UKP 4 Jakarta

Selama ini bapak banyak keliling di berbagai daerah banyak melakukan
penelitian terkait kelembagaan KPH berdasarkan pengalaman tersebut
menurut bapak Bagaimana/apa pertimbangan — pertimbangan di daerah
dalam menentukan pilihan bentuk organisasi KPH ?

Sebetulnya jika dilihat dari apa yang terjadi, ada 2 hal , Pilihan UPTD sebelum
SK Mendagri ada, dengan alasan kesempatan yang langka adalah SK Bupati
/Gubernur, Bahwa kemudian mereka tidak mengikuti sk mendagrinya karena
begitu ada hubungan yang sangat kental dengan Dinas Kehutanan dirasakan
apalagi yang kita butuhkan, toh semuanya bisa dikerjakan, akaprtetapi itu spesipik
yang bagi hubungan-hubungan KPH yang serasi dengan dinas; akan tetapi bagi
hubungan yang tidak serasi justru tidak dibentuk. Seperti riau organisasinya di
bentuk akan tetapi tidak pernah diisi personilnya-Berb¢da Kepala Kabupaten
Meranti, justru kepla dinas kehutannya iri karepajtidak-ada KPH, dan tidak punya
pikiran jika ada KPH. Dan tau bentuk akan membantt Dinas Kehutanan.

Apa bentuk KPHnya disana pak ?
UPTD juga . pertimbangan praktis dari.sisi argumentasi ke Bupati jika ada
pertanyaan dengan politik lokal DPRD.lebih mudah menjelaskan.

Sosialisasi bagaimana pak'?

Menurut saya ada dua hdl yang terkait dengan sosialisasi . Pertama adalah Tema
soasalisasi tidak bisa‘fetlald’simpel, seperti yang pernah saya ikuti pada Pusdal 1
Sumatera yaitu dengan‘bekerja sama dengan mendagri mengudang Kepala-Kepala
KPH yang ada kemiudian dari Kemendagri menjelasakan SK Mendari nomor 61.
Sebenamnya, bagus juga mengundang kepala-kepala KPH , akan tetapai inti dari
organisasi-adalabdengan Pemerintah Daerah, sehingga itu justru terjadi missing.
Selanjutiiya\ yang kedua adalah Levelnya adalah-beda, namanya penguatan
organisasi’ “merupakan barang urgen karena hak Pemerintah Daerah, sehingga
harus kelas tinggi, kelemahan sosialisasi tidak sampai pada orang-orang yang
menentukan padahal itu penting sekali.

Contoh adalah peristiwa yang terjadi di KPH Mataram yang merupakan KPH
provinsi, awalnya Lombok Barat dan Lombok Timur menolak dengan alasan-
alasan yang sama, kemudian di datangi masing-masing Bupatinya, lalu Bupatinya
mengundang Kepala-Kepala Dinas untuk diajak ngobrol secara bersama-sama,
sehingga akhirnya mereka mendukung keberadaan KPH

“Sosialisasi pembangunan KPH harus dengan orang yang tepat dan power yang
setara” berbeda dengan soasialisasi ortodok selama ini , yang mengundang pejabat
bicara di hotel dan yang datang adalah stafnya.
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Yang efektif adalah yang di Mataram adalah dengan mendatangi langsung
Bupatinya dan diajak ngomong secara langsung.

Saya justru yang bilang adalah apa yang dilakukan oleh Kemendagri setelah
Permendagri No. 61 dikeluarkan ?

Sedangkan berdasarkan materi Presentasi yang disampaikan pada pertemeuan
UKP4, beliau berkesimpulan bahwa hambatan dari pembangunan KPH adalah
dianggap resentelisasi, dianggap mengurangi kewenangan Dinas Kehutanan,
diangap memotong transaksi perijinan, dianggap kapasitas masih rendah,
diragukan manfaatnya

Kesimpulan Hasil Wawancara
1. Proses Implementasi Permendagri Nomor 61 Tahun 2010 terkait
Pembentukan Organisasi KPHP Model Berau Barat, melalui beberapa
. Kegiatan yaitu Sosialisasi, Penyampaian Telaan, konsultasi, rapat-rapat
i dan Penetapan
- 2. Faktor-Faktor yang berpengaruh
a. Komunikasi belum berjalan dengan ueik-/karena ketidakjelasan
perbedaan tugas dan fungsi KPH dengan Dinas Kehutanan , sosialisasi :
| belum maksimal, tidak dihadiri oleb pejabat (Bupati/Sekda) tidak ada
| komunikasi langsung dengan Bupati/Sekda :
 b. Dianggap resentelisasi, dianggap 'mengurang kewenangan Dinas
Kehutanan, diangap memotong transaksi perijinan, dianggap kapasitas
masih rendah, diragukan manfaatnya
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Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Wawancara

Foto : Wawancara Kepala Sub Bagian Anforjab dan Kelembagaan Bagian
organisasi Setda Berau (DP)
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Foto : Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Laksana Bagian
Organisasi Setda Berau. (M AH)
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Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Wawancara

Foto : Wancara dengan Kabag Kelembagaan/Biro Orgalsa51 emprov.

Kaltim (MN)

Organisasi Pemprov Kaltim (AY)
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Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Wawancara

Foto : Wawancara dengan Kepdla/Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan
Hutan Wilayah II Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan
Areal Pemanfaatan-Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kehutanan (Ar)

Foto : Wawancara dengan Asisten II /Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Setda Berau (SK)
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